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MOTTO 

 

                             

      
Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 

gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”.

 

(QS. An-Nisaa’: 04) 

                                                           
 Departemen Agama RI.. Al Qur’an Dan Terjemahnya. (Surabaya: CV. Penerbit Diponegoro, 

2011). 61. 
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ABSTRAK 

 

Ahmad Dailami, 2019: Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam 

Dalam KHI dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar. 

 

Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada 

calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Oleh karena itu, tidak sah 

sebuah pernikahan tanpa adanya mahar. Mahar juga di atur dalam perundang-

undangan di Indonesia dimana di atur dalam kompilasi hukum islam (KHI). 

Dalam perjalanannya, pembaharuan hukum islam mengalami geliat untuk terus 

merekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya dalam konten KHI, 

sehingga muncul-lah rumusan hukum Islam sebagai produk antitesa dan naskah 

tandingan KHI yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-

KHI) yang dirumuskan oleh Pokja PUG Depag RI. Al-hasil naskah baru hukum 

keluarga Islam tawaran tim CLD-KHI menuai kritik, apresiasi dan kontroversi 

publik saat itu. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana konsep 

mahar menurut KHI? 2) Bagaimana konsep mahar menurut CLD-KHI? 3) 

Bagaimana Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-KHI?. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep mahar menurut hukum 

Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum 

Islam dan mengetahui Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-KHI. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakan atau studi pustaka (library 

research) dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual 

(conseptual approach), pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach) serta jenis penelitiannya adalah penelitian 

hukum normatif. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : Pertama, konsep mahar 

dalam KHI adalah bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon 

isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Kedua, konsep mahar dalam 

CLD-KHI harus memberikan mahar kepada calon pasangannya, baik dari calon 

suami atau calon isteri sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. Ketiga, 

konsep mahar dalam kedua produk pembaharuan hukum keluarga Islam di 

Indonesia yakni KHI dan CLD-KHI ini bertentangan, yang mana KHI hanya 

mewajibkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isterinya, 

sedangkan CLD-KHI mengharuskan kepada masing-masing calon suami dan 

calon isteri untuk sama-sama memberikan mahar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keIslaman 

tersendiri yang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada tata 

keNegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Karenanya, para pemerhati 

dunia Islam merasa belum lengkap bila tidak menyertakan Indonesia dalam 

proyek kajiannya. 

Ada banyak hal yang membuat Indonesia harus diperhitungkan, dan 

karenanya layak sebagai obyek kajian Islam di tingkat Internasional. Selain 

karena berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga di tengah-tengah 

kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan keNegaraan, kebangsaan, 

dan kemasyarakatan Indonesia tidak di dasarkan pada suatu paham 

keagamaan (keIslaman) tertentu. Justru, yang dijadikan pandangan hidup 

(way of life) dan ideologi Negara adalah Pancasila, lima dasar yang digali dari 

bumi Indonesia sendiri yang pada tingkat tertentu menjadi “ titik temu” 

(kalimatun sawa’) dari pluralitas bangsa Indonesia.
1
  

Di dalam tatanan Negara hukum (rechtstaat) yang berdasar Pancasila 

ini, masyarakat muslim Indonesia mengamalkan (sebagian) hukum ajaran 

agamanya (syari’ah) dan sebagian yang lain harus tunduk pada “hukum 

                                                           
1
 Marzuki Wahid. Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi 

Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. (Jawa Barat: ISIF, 2014), 3Ibid., 4. 
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Negara”.
2
 Tentu saja sepanjang sejarahnya perjuangan menegakkan hukum 

Islam di wilayah Negara Pancasila ini senantiasa mengalami masa-masa 

ketegangan dan bargaining of power yang cukup melelahkan, baik dari 

eksponen lain bangsa ini maupun dengan kekuasaan Negara , sebagai pola 

artikulasi relasi hukum Islam dan Negara Pancasila. Dialektika hukum Islam 

dengan Negara Pancasila dengan demikian terjadi perubahan dan 

berkesinambungan.  

 Pada sisi lain, penting untuk dilihat bahwa Negara hukum Indonesia 

menganut aliran positivisme yuridis.
3
 Artinya hukum hanya berlaku karena 

hukum tersebut mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang 

berwenang. Norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan rasa keadilan 

dalam hati nurani manusia seringkali tidak mempunyai tempat dalam sistem 

sosiologi ini. 

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian 

tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas kekuasaan. 

Hukum senantiasa dipenuhi dan diliputi dengan nilai-nilai tertentu sesuai 

dengan kehendak pembuatnya (Negara). Mengikuti logika ini, hukum, apapun 

bentuknya dan labelnya, jelas bukan sekedar kumpulan teks-teks semata, 

melainkan mempunyai tujuan, jangkauan, kehendak-kehendak sosial tertentu 

dan juga logika dan latar belakang di balik teks tersebut.  

                                                           
2
 Ibid., 4. 

3
 Positivisme yuridis dipelopori oleh aliran hukum humanisme, antara lain Jean Bodin dengan ide-

idenya tentang kedaulatan raja. Tokoh positivisme yuridis ialah Rudolf Von Jehring (1818-1892 

M). positivisme sebagai system filsafat muncul pada abad awal XIX M. Tokohnya adalah Auguste 

Comte, dan Helbert Spencer. Lihat Theo Huljberg, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1982), 122. 
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Indonesia, sekali lagi, merupakan fenomena tersendiri bagi dunia 

Islam. Islam yang masuk di Indonesia selain sudah menjadi firqoh-firqoh 

yang ada dalam sejarah hukum Islam, juga perana tradisi dan sosio-kultural 

asli Indonesia animisme dan dinamisme cukup besar mewarnai, terutama 

dalam menyeleksi dan membentuk model Islam ala Indonesia. Melekat 

fenomena khas itu antara lain realitas masyarakat Indonesia yang plural baik 

suku, agama, ras, dan golongan yang dikenal dengan istilah SARA.  

Yang menarik, meskipun agama Islam merupakan unsur dominan di 

dalam masyarakat Indonesia, tetapi dasar Negara dan pandangan hidupnya 

tidak didasarkan pada agama (Islam). Menjadikan agama sebagai dasar 

Negara untuk membentuk nation-state yang mampu memayungi pluralitas 

selalu tidak berhasil, terbukti saat Piagam Jakarta menempatkan Syariat Islam 

pada sila pertama di protes tegas oleh kalangan agama minoritas sehari 

setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan yang kemudian sila tersebut 

diganti “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila tampaknya memang solusi 

terbaik atas kontruksi relasi agama dan Negara.
4
   

Sejarah telah mencatat bahwa proses pembangunan hukum Islam di 

Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga, telah melewati fase yang 

cukup panjang. Setidaknya fase tersebut dapat dilihat dalam lembaran-

lembaran sejarah sejak mulai masuknya Islam di Indonesia, yakni fase Pra 

Kolonial, fase Kolonial, hingga fase Kemerdekaan.  

                                                           
4
 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, 11. 
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Pada fase pra kolonial, yang berkembang adalah pembentukan dan 

pengembangan institusi-institusi muslim seperti pendidikan dan hukum 

(peradilan agama) serta peningkatan syiar dan dakwah Islam. Pergumulan 

politik masa ini tidak terasa karena kesultananlah yang memainkan peran 

penting, terutama dalam upaya pemapanan kesultanan sebagai institusi politik 

muslim. Untuk penyelesaian masalah hukum keluarga, rujukannya adalah 

kitab-kitab fikih yang umumnya diadopsi dari mazhab Syafi’iyah. 

Selanjutnya,  masa kolonialisme menggambarkan bagaimana 

keseluruhan tatananan hukum kala itu diwarnai kepentingan politik yang 

tidak berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga yang terjadi adalah sistem 

hukum hanya dibangun untuk menjamin preservasi “rust en orde” serta 

konservasi kekuasaan kolonial demi kepentingan ekonomi Negara Belanda. 

Dalam menjalankan politik hukum, pemerintah kolonial menetapkan bahwa 

bangsa Indonesia dalam bidang hukum perdata berlaku hukum adatnya. 

Kendati demikian, hukum Islam tetap diakomodasi untuk penyelesaian kasus 

hukum keluarga bagi umat Islam, walaupun akomodasi hukum Islam di 

bidang hukum keluarga itu dalam perjalanannya mengalami pasang surut 

akibat pemberlakuan dua teori yang saling berlawanan, yakni teori Receptio 

in Complexu dan Teori Receptie. Dari sini nampak bahwa hukum Islam kala 

itu berada dalam kondisi yang tidak pasti. Kehadiran Jepang yang berhasil 

menaklukkan Belanda, pun hanya melanjutkan bangunan hukum yang telah 

dirintis oleh Belanda, sebab kebijakan pemerintah Jepang memang tidak akan 
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mengganggu-gugat persoalan agama yang dipandang dapat merusak 

konsentrasi Jepang
5
.  

Setelah Indonesia merdeka, dan Pancasila serta UUD 1945 telah 

ditetapkan sebagai sumber hukum, muncul beberapa teori sebagai counter 

terhadap teori-teori era kolonial. Teori tersebut adalah Receptie Exit yang 

dikemukakan oleh Hazairin, setelah sebelumnya menyebut teori Receptie dari 

Hurgronje sebagai teori “iblis”. Kemudian Receptie a Contrario yang 

dikenalkan oleh Sayuti Thalib. Inti dari teori ini adalah bagi orang Islam 

berlaku hukum Islam karena sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin 

umat Islam, serta hukum adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.
6
 Teori 

ini mirip dengan teori Receptio in Complexu yang substansinya menempatkan 

pemberlakuan hukum agama sesuai dengan agama yang dianut rakyat. Teori 

berikutnya adalah teori Eksistensi dari Ichtijanto, yang menegaskan makna 

Receptie a Contrario dan relevansinya dengan hukum nasional. Ketiga teori 

ini mempertegas eksistensi hukum Islam dalam Pancasila dan UUD 1945.
7
 

Pasca bergulirnya era reformasi, keinginan segenap komponen bangsa 

adalah membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan berNegara 

yang era sebelumnya dianggap tidak mencerminkan aspek kehidupan yang 

demokratis. Di-antaranya adalah pembenahan sistem hukum yang dipandang 

menjadi agenda penting reformasi. Selanjutnya diadakan pembenahan serta 

pembuatan peraturan perundangan, untuk mengatur bidang baru dan 

                                                           
5
 Abdul Halim. Politik Hukum Islam di Indonesia. (Ciputat: Ciputat Press, 2005.), 73. 

6
 Abu Khoir, Telaah kritis counter legal draft kompilasi hukum islam.(Jurrnal Hukum Keluarga, 

Ar-Risalah, Januari 2016) Diakses pada tanggal 12 april 2019 dari:http://e-

jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/pasca/article/download/199/190 
7
 Marzuki Wahid. Fiqh Indonesia, 96. 
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mengubah/mengganti peraturan lama untuk disesuaikan dengan tujuan 

reformasi. Masa reformasi juga meng-hembuskan keinginan yang sangat kuat 

dari masyarakat muslim Indonesia untuk mengundangkan hukum Islam. 

Gemuruh formalisasi hukum Islam begitu terasa, dan keinginan 

tersebut akhirnya secara perlahan kembali berbuah hasil setelah mendapat 

apresiasi dalam program legislasi nasional, yakni melengkapi sebahagian 

hukum Islam yang sudah ada sebelumnya dalam struktur hukum nasional. 

Dengan demikian, hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan dan 

bahkan telah teraktualisasi dalam kehidupan sosial dengan wilayah cakupan 

yang makin luas, sebab aktualisasi itu tidak hanya dalam masalah hukum 

privat atau perdata, tetapi juga menyentuh ranah hukum publik. 

Tonggak pembaruan hukum keluarga Islam dalam sejarah hukum 

Indonesia, khususnya dari sisi materi hukum, pertamakali ditandai dengan 

pengundangan hukum perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) pada awal 

paruh rezim Orde Baru. Tujuh belas tahun kemudian, pada paruh akhir rezim 

Orde Baru, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres Nomor 1 

Tahun 1991 sebagai “pedoman hukum” keluarga Islam bagi hakim-hakim di 

Pengadilan Agama
8
. KHI itulah yang dianggap sebagai satu-satunya detil 

syariat Islam yang telah diakui Negara, dan menjadi rujukan utama untuk 

penyelesaian masalah hukum keluarga bagi masyarakat Islam Indonesia. 

Lebih dari itu, kehadiran KHI di bumi Indonesia juga diharapkan dapat 

menjadi jembatan penyeberangan dalam meminimalisir perbantahan 

                                                           
8
 Ibid.,199. 
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khilafiyah dalam masalah sandaran hukum, terutama mengenai perkara 

perkawinan dan kewarisan
9
.  

Upaya tindak lanjut itu setidaknya dapat merekomendasikan dua 

langkah yaitu menampilkan prestasi dan mencari solusi terbaik. Prestasi dan 

solusi ibarat dua sisi mata uang yang sebenarnya memiliki hubungan timbal 

balik dan saling mengisi, di dalam prestasi terdapat solusi sebaliknya di 

dalam solusi terdapat prestasi. Keduanya, baik prestasi maupun solusi dapat 

dijadikan saluran untuk setidaknya menggeser kecenderungan khilafiyah yang 

mengarah pada pertikaian bahkan pembunuhan pendapat menuju aktivitas-

aktivitas yang bernilai strategis bagi kemajuan umat Islam di masa depan 

berikut kultur pendukungnya.
10

 

Sekitar dua belas tahun sejak KHI eksis di Indonesia, geliat untuk 

merekonstruksi konten KHI sekaligus meningkatkan derajatnya menjadi 

undang-undang begitu deras. Bahkan, Departemen Agama RI, sekarang 

Kementerian Agama pasca kejatuhan rezim Orde Baru, berupaya memenuhi 

amanat UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Propenas) Tahun 2000-2004, dengan menyerahkan Rancangan Undang-

Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA), (Badan Pengkajian 

dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI), Direktorat Pembinaan Badan 

Peradilan Agama (Ditbinbapera), Departemen Agama RI, 2002) kepada DPR 

untuk menyempurnakan KHI. Pada saat yang sama, Menteri Agama RI 

melalui Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

                                                           
9
 Warkum Sumitro. Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di 

Indonesia. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005.) 182. 
10

 Mujamil Qomar Pemikiran Islam Metodologis. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) 124. 
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Gender dalam Pembangunan Nasional, membentuk Pokja PUG Depag RI. 

Pokja ini selanjutnya merespon kehadiran RUU HTPA dengan meluncurkan 

naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut Counter Legal Draft 

Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)
11

.  Tim  CLD-KHI dalam naskah 

tandingannya itu menawarkan pemikiran-pemikiran baru di bidang 

perkawinan, kewarisan dan perwakafan.Yang menarik adalah terdapat pasal-

pasal dalam CLD-KHI yang cenderung membongkar pemahaman fikih umat 

Islam di Indonesia yang telah lama dianut dari produk fikih yang mu’tabarah. 

Hal itu antara lain misalnya tergambar dalam pasal 16 CLD-KHI tentang 

mahar, yang selanjutnya menjadi fokus utama telah pasal dalam tulisan ini. 

Lebih unik lagi, CLD-KHI dinilai telah berhasil mengklarifikasi beberapa 

kekeliruan dan salah tafsir terhadap gagasan dan pemikiran tentang institusi 

perkawinan. Alhasil, naskah baru hukum keluarga Islam tawaran tim CLD-

KHI menuai kritik, apresiasi dan kontroversi publik saat itu.
12

 

Secara khusus, era reformasi juga menampakkan arah perjuangan 

kelompok kepentingan yang begitu bebas, mengingat masa reformasi ini 

hadir dalam konteks kehidupan global yang makin dipengaruhi oleh standar-

standar nilai dan prinsip internasional yang dianut, seperti hak asasi manusia 

(HAM) dan keadilan gender. Hal inilah yang kemudian memunculkan posisi 

dilematis dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang 

Hukum Keluarga. KHI yang –hingga saat ini– masih menjadi pedoman bagi 

                                                           
11

 Marzuki Wahid. Fiqh Indonesia, 200. 
12

 Abu Khoir, Telaah kritis counter legal draft kompilasi hukum islam.(Jurrnal Hukum Keluarga, 

Ar-Risalah, Januari 2016) Diakses pada tanggal 12 april 2019 
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hakim untuk menyelesaikan hukum keluarga di Pengadilan Agama, akhirnya 

menjadi sasaran untuk dikritisi. 

Bahkan Mantan menteri agama (Maftuh Basyuni) sesungguhnya telah 

pernah membekukan draft tersebut
13

. Kendati demikian, modernisasi dalam 

bidang hukum keluarga di Indonesia memang akan tetap niscaya. Itu juga 

sebabnya, sosialisasi pemikiran CLD-KHI tetap hadir di tengah masyarakat 

meski dengan wajah yang berbeda. Hal itu dapat dimaklumi sebab kegagalan 

meloloskan usulan CLD-KHI menurut perspektif Tim CLD-KHI bukan 

karena kesalahan interpretasi teologis, tetapi lebih karena faktor konfigurasi 

politik. 

Selanjutnya, tulisan ini secara kritis akan merefleksi ulang persoalan 

mahar dalam paradigma KHI dan CLD-KHI dengan judul penelitian 

“Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI dan CLD-

KHI Tentang Konsep Mahar” melalui perspektif sejarah dan politik hukum, 

sekaligus menyorotnya dengan berangkat dari teori sosial, hukum, dan 

pendekatan maqasid al-syari‘ah. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan 

beberapa fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Konsep Mahar Menurut KHI? 

2. Bagaimana Konsep Mahar menurut CLD-KHI? 

                                                           
13

 Ibid. 272 
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3. Bagaimana Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-KHI? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran  tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian
14

. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang 

ingin dicapai, antara lain: 

1. Untuk mengetahui Konsep Mahar perspektif KHI. 

2. Untuk mengetahui konsep mahar dalam  CLD KHI 

3. Untuk mengetahui Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-

KHI 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum 

Islam Dalam KHI dan CLD-KHI Tentang  Konsep Mahar” adalah sebagai 

wujud dari rasa ingin memahami penulis tentang Perbandingan Konsep 

Mahar perkawinan dalam KHI dan CLD-KHI. Setiap penelitian yang 

dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang 

membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa 

manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, 

antara lain: 

1. Teoritis 

a. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi 

semua pihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek pembahasan. 

                                                           
14

 Tim penyusun, Pedoman Karya Ilmiyah ( Jember: IAIN Jember Press, 2017),45 
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b. Dapat dijadikan bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin memahami 

tentang Pembaharuan Hukum Islam tentang Konsep Mahar di dalam 

KHI dan CLD-KHI. 

c. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi semua orang, 

khususnya para pencari ilmu dan lebih khusus lagi bagi yang membaca 

penelitian ini. 

2. Praktis 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi lebih khusus 

kepada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal 

Syakhsiyyah dalam upaya memberi pengetahuan perihal tentang 

Pembaharuan Hukum Islam tentang Konsep Mahar di dalam KHI dan 

CLD-KHI. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat 

menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah. 

E. Definisi Istilah 

Untuk Menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul 

skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap 

judul “Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI dan 

CLD-KHI Tentang Konsep Mahar” sebagai berikut : 

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu 

Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 
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yang di akui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama 

Islam.
15

 

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam 

yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga 

kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum 

Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan 

(14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk 

ketiga kelompok hukum tersebut.
16

 

3. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah Naskah 

tandingan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama 

(RUU HMPA) Bidang Perkawinan dan Produk hukum pembaharuan 

hukum Islam di Indonesia yang merupakan metamorphosis dari produk 

hukum KHI yang bermaksud meningkatkan status hukum KHI dari 

Intruksi Presiden (Inpres) menjadi Undang-Undang. 

4. Mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan yang hukumnya wajib.
17

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran 

                                                           
15

 Fathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 34. 
16

 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum 

Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 95. 
17

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 260.  
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yang telah dilakukan.
18

 Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa 

teknik atau metode penelitian yang meliputi: 

1. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. 

Yakni penampilan penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian 

pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian. 

Metode ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan/atau 

proposisi yang berkaitan dan harus didukung oleh data yang diperoleh dari 

sumber pustaka.
19

 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada 

jenis penelitian hukum ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau 

hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber 

datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

tersier.
20

 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

                                                           
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 126. 
19

 Tim Revisi, Pedoman Karya Tulis Ilmiyah ,(Jember, IAIN Press, 2018), 78. 
20

 Aminuddin Zainal Azikin, Pengantar metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

118. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 14 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

Pendekatan konseptual (conceptual approach).
21

 

Pendekatan undang-undang (statute approach) secara singkat dapat 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan 

regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah 

pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan 

bescchikking/decree yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat 

administrasi yang bersifat konkret dan khusus.
22

  

Pendekatan kasus (case approach) pendekatan kasus yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seputar pembahasan Mahar yang 

berbeda dalam KHI dan CLD-KHI. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktin-doktrin yang berkembang. 

Misalnya dalam peneliti ini membahas tentang Konsep Mahar, maka 

peneliti tidak hanya berpatokan kepada satu definisi saja, akan tetapi juga 

mengambil dari sumber-sumber yang lain yang menjelaskan konsep 

mahar. 

2. Sumber Data 

Menurut Soerjono Soekanto ada tiga subyek penelitian yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu: 

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh 

sumber data yaitu KHI dan CLD-KHI. 

                                                           
21

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93. 
22

 Ibid.,95. 
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Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengambil 

beberapa sumber yang berhubungan dengan data primer, sumber data 

sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel, dan 

data ini sebagai pelengkap dari data primer. 

Ketiga, data tersier yaitu data-data penunjang, yakni bahan-bahan 

yang memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder contoh kamus 

dan ensiklopedia.
23

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik 

pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan 

menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya. Dan juga melalui 

dokumentasi yang berupa buku-buku dan refrensi, terutama dengan 

masalah yang berkaitan dengan pembahasan dari penulis. 

4. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati 

perbandingannya dengan objek kajian penelitian ini, maka data tersebut di 

analisis dengan menggunakan analisis isi (content analisis) yang dalam 

mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan 

diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Karena pada 

hakekatnya suatu analisis yuridis normatif menekakankan pada metode 

deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai 

                                                           
23

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986),12. 
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penunjangnya
24

. Bagi peneliti, Penelitian hukum normatif akan lebih 

akurat bila dibantu oleh satu atau lebih  pendekatan lain yang cocok, guna 

memperkaya pertimbangan pertimbangan  hukum yang tepat.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam 

pembahasan, maka  secara keseluruhan dalam penelitian ini terbagi menjad 

lima bab, dimana setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain 

saling melengkapi. Untuk itu disusun Sistematika pembahasan yang berisi 

tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab 

penutup.
25

 

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian 

yang meliputi, latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara 

umum mengenai pembahasan dalam skripsi. 

BAB II: Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian 

terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian 

terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori (landasan teoritik) yang berisi 

penjelasan umum terkait mahar serta Fungsi ini adalah sebagai landasan teori 

pada bab berikutnya guna menganalisa penelitian dan sekaligus uraian wajah 

baru pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. 

                                                           
24

 Aminuddin Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 166 
25

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 84. 
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BAB III: Bab ini memuat pembahasan konsep mahar perspektif KHI 

dan CLD-KHI dan dalam bab ini penulis menguraikan pandangan tentang 

analisis perbandingan konsep mahar dalam KHI dan CLD-KHI.  

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir. Memaparkan tentang 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Telah menjadi sebuah prosedural studies di dunia akademis, bahwa 

tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual 

yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah rantai kaderisasi 

intelektual, kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan modifikasi 

yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari deretan karya 

ilmiah dari peneliti pendahulu. Sejauh pengamatan, pencarian literatur dan 

penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah Penelitian : 

Pertama, Azwar Anas, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

(Jakarta),  Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum 

Islam.
26

 Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana konsep mahar 

perkawinan perspektif Counter Legal draft dan yang melatar-belakangi 

terbentuknya konsep mahar dalam CLD-KHI. Karena penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui latar belakang pembentukan CLD-KHI, faktor-

faktor pendorong lahirnya CLD-KHI, dan bagaimana konsep mahar 

didalamnya. Dimulai dari deskriptsi umum Counter Legal Draft Kompilasi 

Hukum Islam, Azwar anas juga mencoba mendeskripsikan mahar dimulai 

                                                           
26

 Azwar Anas, Konsep Mahar Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Diakses pada 

(12 januari 2019). 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3399/1/AZWAR%20ANAS-FSH.pdf 
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dari pengertian daripada mahar itu sendiri menurut fikih konvensional serta 

dasar hukumya, Syarat, bentuk dan jenis-jenis mahar dalam hukum islam. 

Kedua, Abdul Halim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN 

SUKA, Yogyakarta), Konsep Mahar Dalam Pandangan Profesor Khoirudin 

Nasution
27

. Penelitian ini mengangkat tentang konsep mahar dengan melihat 

dari pandangan seorang tokoh yakni prof. khoiruddin nasution untuk 

menemukan ide gagasan khazanh pendapat baru dari tokoh kontemporer 

dalam menjawab perkembangan dinamika masyarakat saat ini. Masalah 

utama dalam penelitian ini Karena menurut Abdul Halim, (penulis skripsi ini) 

Profesor Khoirudin Nasution adalah salah satu pemerhati hukum islam dan 

mempunyai penafsiran sendiri dalam memahami mahar. Skripsi ini berusaha 

mengungkapkan perbedaan yang mendasari pemikiran mahar yang kontras 

dan relevansinya dengan konteks kekinian. Acuan penelitian ini juga 

bersumber pada karya Khoirudin yang berasal darinya bukunya, jurnal dan 

interview yang kemudian di croos kan dengan konsep mahar dalam 

pandangan pakar lain. Pembahasannya adalah seputar biografi Profesor 

Khoirudin Nasution, karya-karyanya, dan pemikirannya mengenai mahar 

yang coba di bandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh lain tentang mahar.  

Ketiga, Muhammad Lukman Hakim, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim (MALANG), Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan 

                                                           
27

 Abdul Halim, Konsep Mahar Dalam Pandangan Profesor Khoirudin Nasution, diakses pada (12 

januari 2019), 

http://digilib.uinsuka.ac.id/3072/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

20 

Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam.
28

 Penelitian ini fokus pada 

bagaimana konsep mahar dalam Al-Qur’an dan bagaimana relevansinya 

dengan KHI. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan 

melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syari’ah yang termuat 

dalam nash dan al-Qur’an dan Sunnah. Dari sisi yurisdisnya ditampakkan dari 

sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkhusukan dalam KHI. 

Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pernyataan dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tidak mengadopsi dari pendapat salah satu mufasir, 

tetapi terdapat kesamaan dengan beberapa tokoh tentang konsep mahar yang 

disebutkan di dalamnya seperti pendapat Rasyid Ridha, Musthafa Maraghi, 

dan Mutawalli Sya’rawi.   

Kemudian dari beberapa penelitian yang dipaparkan diatas, mencoba 

meneliti konsep mahar dari segi yang berbeda dengan yang dilakukan atau 

yang diteliti oleh penulis, bahwa kajiannya tidak keluar dari masing-masing 

fokus masalah yang dilakukan penulis. Sehingga bisa ditarik kesimpulan 

bahwa penulis mencoba meneliti konsep mahar dari segi perbandingan dari 

KHI dan CLD-KHI di dalamnya. Adapun fokus penelitian penulis lebih 

spesifik pada makna dan konsep mahar dalam hukum Islam, konsep mahar 

perspektif KHI dan konsep mahar perspektif CLD-KHI. 

 

 

 

                                                           
28

 Muhammad Lukman Hakim, Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan 

Kompilasi Hukum Islam, diakses pada (12 januari 2019), http://etheses.uin-

malang.ac.id/11481/1/12210020.pdf 
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Mahar 

Kata mahar yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Arab al- mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah. Kata yang semakna 

dengan mahar adalah as-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba’, ‘uqr, ‘ala’iq, 

thaul dan nikah. Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal 

nama As-Shadaaq yang berarti Maskawin. Shadaq itu dengan fathah 

“shad” dan dengan kasrah kata itu diambil dari shidq (kebenaran), untuk 

membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istri dan untuk 

menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang 

suami terhadap isteri.
29

 

Kata Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, 

yakni mahran ًمَهْرا  atau kata kerja, yakni fi’il dari mahara-yamharu-

mahran ( مَهْراًَ-هَرَ يََْ-مَهَرََ ) lalu di bakukan dengan kata benda mufrad, yakni 

30.الَْمَهْرَ 
 

Sedangkan menurut terminologis mahar ialah pemberian wajib 

dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami 

untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon 

suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada 

                                                           
29

 Nurjannah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 23. 
30

 Azwar Anas, Konsep Mahar Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Diakses pada 

(12 januari 2019). 
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calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, 

mengajar, dan sebagainya).
31

 

Secara istilah, mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak 

istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul”. Mahar yang 

diberikan mempelai laki-laki  kepada mempelai wanita bukan diartikan 

sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah 

dibeli seperti barang, pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan 

untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman 

jahiliyah telah di injak-injak harga dirinya. 

 Dalam syariat Islam, perempuan diangkat derajatnya dengan 

diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. Sayyid 

sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam ialah mesti memerhatikan 

dan menghargai kedudukan perempuan, yaitu memberi hak memegang 

urusannya. Perempuan berhak atas dirinya.
32

  Perempuan itu masuk ke 

dalam rumah tangga yang akan berdiri itu mempunyai hak sendiri. Sejak 

dari memilih jodoh sudah ada kemerdekaan dan kebebasan pribadi yang 

dalam istilah modern disebut kemerdekaan kemauan (free will).  

Laki-laki bebas memilih perempuan yang akan menjadi isterinya, 

tetapi disamping kewajiban yang telah dipikulkan ke atas pundak si suami, 

si isteri mempunyai hak sendiri yang di jamin oleh Allah dan Rasul, 

artinya apabila pihak laki-laki yang merasa dirinya lebih kuat itu bertindak 

sewenang-wenang sehingga hak si isteri terlanggar, berdosalah yang 

                                                           
31

 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105. 
32

 Hamka. Kedudukan Perempuan Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), 56.  
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melanggar itu kepada Allah dan Rasul.
33

 Sebab pada zaman jahiliyah, hak-

hak perempuan dihilangkan dan di sia-siakan, sehingga perempuan tidak 

berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan 

semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaanya.  

Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, 

status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual-belikan. 

Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman jahiliyah dengan adanya 

mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya sama dengan 

kaum laki-laki. 

2. Dasar Hukum Mahar 

Agama Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang 

wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka 

akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas isterinya 

begitu pula sebaliknya. Diantara hak isteri adalah hak mendapatkan mahar 

dari suaminya. 

Hukum Islam mendudukkan perempuan sebagai makhluk 

terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan 

pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu 

bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan 

cintanya kepada calon istrinya. 

Adapun dalil perintah untuk memberikan mahar atau maskawin 

kepada wanita yang dinikahi adalah yang wajib untuk dilaksanakan dan 

                                                           
33

 Ibid.,57. 
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perintah tersebut termaktub dan tercantum dalam wahyu Allah Al-Qur’an 

Surat An-Nisa’ (Ayat 4) yang berbunyi: 

ْلَةًََصَد قاَتِههنَ َالنِّسَاءَََوَآَت وا نْهَ َشَيْءَ َعَنََْك مَْلَََطهبَََْفإَهنََْنِه  مَرهيئاًَهَنهيئًاَفَك ل وهَ َنَ فْسًاَمه
  

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan 

sedap dan nikmat.”
34

 

 

Kata “Shaduqatihinna” dalam ayat tersebut berarti “nihlah” 

(mahar) dan “Shaduqatihinna” lebih lanjut diartikan “Sebagai Pemberian”. 

Kata ini kedudukannya sebaagai masdar, maksudnya adalah sebagai 

pemberian yang berasal dari hati yang tulus. 

Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada 

calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepeda wanita 

atau calon isterinya adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan 

dan ketulusan. 

Ayat ini juga berpesan kepada semua orang, khususnya para 

suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada 

dalam perwaliannya. Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, 

kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun 

bukan, sebagai pembarian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni 

wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan 

atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh 

                                                           
34

 Al-Qur’an, 04:04. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

25 

maskawin itu, maka makanlah, yakni  ambil  dan gunakanlah sebagai 

pemberian yang sedap dan nikmat.. 

Maskawin atau mahar oleh ayat ini dinamai “Shaduqaat”, bentuk 

jamak dari “Shaduqah”, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. 

Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu 

merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa 

maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan 

ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup 

istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak 

membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam 

yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suaminya.
35

 

Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh 

lanjutan ayat yakni nihlat. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa 

mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, 

pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan 

bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa 

mengaharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh 

tuntutan agama atau pandangan hidupnya.
36

 

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-

benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan 

“thibna” yang maknanya mereka senang hati, ditambaha lagi dengan kata 

                                                           
35

 M. Ihsan. Mahar Dalam Hukum Islam. Diakses pada tanggal 15 mei 2019. 

https://digilib.uinsby.ac.id/1967/5/Bab%25202.pdf. 
36

 Ibid,. 24. 
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nafsan/jiwa, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk 

jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. 

Dalam ayat lain Allah mewajibkan kepada calon suami untuk 

memberikan mahar kepada calon istrinya: 

حْصَنََ ٱوََ
 
َمهنََلم َمَلَكَتَْأيَََ ٱت  َمَا َإهلَّ  كَهتََ لنِّسَاءه َم اَٱبََن ك مْ َلَك مْ ل  َوَأ حه َعَلَيك مْ لل هه

َذََ  َبهأَموََ وَراَءَ َم سََ لهك مَأَنَتبَتَ غ واْ َغَيَر نهيَن صه َمُّح َلهك مْ َفَمَا يَن َبهههَٱفهحه ن ْهَ َۦسْتَمْتَعت مْ ن َمه
َفَرهيضَةًَوَلَََّج نَاحََعَلَيك مَْفهيْمَاَتَ رََ  َأ ج ورَه ن  ََۦضَيْت مَبهههَفاَأت وه ن  لفَرهيضَةهَإهن َٱمهنَبعَده

كََانََعَلهيمًاَحَكهيمًاٱ ََلل هَ
Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami 

kecuali budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu 

sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu 

selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri yang telah kamu 

nikmati (campuri) diantara mereka. Berikanlah kepada mereka 

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
37

 

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar 

maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh. 

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk 

memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi 

lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak 

dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta 

                                                           
37

 Al-Qur’an, 04:24 
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orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling 

ikhlas.
38

 

Dalam Hadits, Rasulullah SAW yang berasal dari Sahl Bin Sa’ad 

bersabda sebagai berikut : 

  حَدهيْدَ  اهلْتَمهسَْوَلَوَخَاتََاًَمهنَْ  
Artinya : “Menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin 

besi”(H.R Bukhori).
39

 

Untuk mengetahui pengertian sekaligus dasar hukum dari mahar, 

sebagaimana yang telah di paparkan oleh Mustafa al-Khin dan Mustafa al-

Bugha dalam kitab fiqh Al-Manhaj’ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i yang 

berbunyi : 

 الصداقَهوَالمالَالذيَوجبَعلىَالزوجَدفعهَلزوختهَبسببَعقدَالنكاح

Artinya : “Maskawin ialah harta yang yang wajib diserahkan oleh suami 

kepada isteri dengan sebab akad nikah”.
40

 

sebagaimana keterangan lanjutan kitab al-Fiqh al-Manjhaji: 

 

الصداقَواجبَعلىَالزوجَبمجردَتَامَعقدَالزواج،َسواءَسميَفيَالعقدَبمقدارَمعينَمنَ
كَألفَليرةَسوريةَمثلا ،َأوَلمَيسمِّ،َحتىَلوَاتفقَعلىَنفيه،َأوَعدمَتسميته،َ المال:

 .فالَّتفاقَباطل،َوالمهرَلَّزم
 

Artinya: “Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah 

sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah 

                                                           
38

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol.2 (Jakarta: Lentara Hati,), 329. 
39

 H.R Bukhari, No 5149, kitab An-Nikaah, Muslim (No. 1425), kitab An-Nikaah, at-Tirmidzi 

(No.1114). 
40

 Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’I 

(Surabaya: Al-Fitrah, 2000), 75. 
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ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan 

jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak 

menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan mas 

kawin tetap wajib”. 

 

Dilihat dari beberapa ayat serta paparan Mustafa al-Khin dan 

Mustafa al-Bugha dalam kitab fiqh Al-Manhaj di atas, Allah SWT telah 

memerintahkan, pada suami- suami untuk membayar mahar pada istrinya. 

Karena perintah tersebut tidak di sertai dengan qarinah (tanda) kepada 

hukum sunnat atau mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib.
41

 

Jadi mahar tidak menjadi rukun dan syarat dalam Islam akan tetapi mahar  

adalah wajib bagi suami terhadap isterinya, karena tidak ada qarinah yang 

memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain. 

Kepada laki-laki, Mahar adalah kewajiban yang dibebankan 

kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar 

itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum 

menggaulinya sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 237 yang 

berbunyi : 

َأَنَْت م وه ن َمهنَقَ بَْطلَ قََْوَإهنَْ َوَقَدَْتَََََله َمَاَفَ رَضَْفنَهصََْلََ ن َفَرهيضَةًََت مَْفَ رَضََْسحوه ن  َإهلََّ َت مَْف 
َيَ عََْف ونََأَوَْيَ عََْأَنَْ َوَأَنَْٱدَة َع قََْۦبهيَدهههََل ذهيَْٱف وَاْ َأقَ َْف وَْتَ عََْلنِّكَاحه َلهلت  قَْاْ سَو اَْتَ نََْوَلََََّوَىَ رَب 
اََتَ عَْٱإهن ََنَك مَْلََبَ ي َْفَضَْلْٱَ يررَمَلَ لل هََبمه ََ.ونََبَصه

 

Artinya: “Dan kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, padahal kamu sesungguhnya kamu sudah 

menetukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang 

telah kamu tentukan. Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan 

atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan 

pemaafan kamu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu 
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melupakan keutamaan diantara kamu, sesunnguhnya Allah 

Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”
42

 

 

Esensi ayat ini dipahami garis hukumya sebagai berikut: 

a. Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai 

suami isteri, maka isteri berhak mendapat seperdua dari mahar yang 

telah ditentukan dan disepakati bersama. 

b. Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul 

sebagai suami isteri dan pihak mantan suami rela menyerahkan mahar 

seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan interi, maka 

hak mahar seutuhnya menjadi hak mantan isteri. 

c. Apabila wali atau isteri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka 

suami terbebas dari pembayaran mahar. 

Adapun mahar yang telah diberikan kepada isteri itu menjadi hak 

milik isteri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola 

sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi 

atau pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Sebagaimana Dalam 

Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 20-21: 

نْهَ َتأَْخ ذ واَفَلَاََقهنْطاَراًَإهحْدَاه نَ َوَآَتَ يْت مََْزَوْجَ َمَكَانَََزَوْجَ َاسْتهبْدَالَََأرََدْت َ َوَإهنَْ  َشَيْئًاَمه
َبَ عْضَ َإهلَََبَ عْض ك مََْأفَْضَىَوَقَدََْتأَْخ ذ ونهََ َوكََيْفَََ(02)ينًام بهََوَإهثْْاًَب  هْتَاناًَأتَأَْخ ذ ونهََ 

يثاَقاًَمهنْك مََْوَأَخَذْنََ َ(22)َغَلهيظاًَمه
 

Artinya : “(20) Dan jika kamu ingin mengganti isteri-isterimu dengan 

isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan seorang 

diantara meraka harta yang banyak, maka janganlah kamu 

mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan 
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(menanggung) dosa yang nyata”. “(21) Dan bagaimana kamu 

akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul 

(bercampur) dengan yang lain, sebagai suami isteri. Dan mereka 

(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang 

kuat.
43

 

 

Dari ayat-ayat tersebut diatas dapat ditarik garis hukumnya bahwa 

mahar merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali meskipun 

terjadi perceraian bagi pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya 

suami isteri karena mahar merupakan hak mutlak isteri.\ 

3. Macam-Macam Mahar 

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan meskipun tidak 

dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau 

tidaknya sebuah mahar pada waktu akad, ulama’ fikih sepakat bahwa 

mahar itu ada dua macam, yakni Mahar Musamma dan Mahar Mitsli: 

a. Mahar Musamma 

Mahar Musamma adalah mahar sudah disebut atau dijanjikan 

kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan 

kadarnya pada waktu akad nikah.
44

 Inilah mahar yang umum berlaku 

dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk 

memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. 

Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya 

sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan iitu. 

Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai 

pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. 
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Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak 

diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. 

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus 

perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin, ketika akad 

maharnya dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang 

menceraikan adalah mahar secara penuh. Namun nila putus 

perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, 

sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan 

suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan diwaktu akad, 

kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan isteri 

walinya.
45

  

Para fuqaha sepakat bahwa dalam pelaksanaannya Mahar 

Musamma harus diberikan secara penuh apabila: 

1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah berfirman 

dalam surat An-Nisa’ ayat 20-21 : 

 

َقهنْطاَراًَفَلَاََتأَْخ ذ واَ َوَآََتَ يْت مََْإهحْدَاه نَ  َمَكَانَََزَوْجَ  وَإهنََْأرََدْت َ َاسْتهبْدَالَََزَوْجَ 
نْهَ َشَيْئًاَأتَأَْخ ذ ونهََ َب  هْتَاناًَوَإهثْْاًَم بهينًا)20(َوكََيْفَََتأَْخ ذ ونهََ َوَقَدََْأفَْضَىَ مه

يثاَقاًَغَلهيظاًَ)22( َوَأَخَذْنَََمهنْك مََْمه  بَ عْض ك مََْإهلَََبَ عْضَ 
Artinya : “(20) Dan jika kamu ingin mengganti isteri-isterimu 

dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan 

seorang diantara meraka harta yang banyak, maka 

janganlah kamu mengambilnya kembali dengan tuduhan 

yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. 

“(21) Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, 

padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) 

dengan yang lain, sebagai suami isteri. Dan mereka 
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(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian 

yang kuat.
46

 

 

2) Jika salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut ijma’ 

(kesepakatan ulama’).  

3) Mahar musamma juga wajib diberikan atau dibayar seluruhnya 

apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya 

rusak karena sebab-sebab terntentu, misalnya isteri termasuk 

mahram sendiri atau isteri awalnya dikira perawan ternyata janda, 

atau hamil dari bekas suami lama. Syarat-syarat tersebut tertentu 

berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika 

dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya 

terhadap pemberian maskawin kepada isteri. 

b. Mahar Misil. 

Mahar Misil (sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan 

jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah 

membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam 

keluarganya.
47

 Seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu 

menikah. 

Menurut Sayyid Sabiq mahar Misil diukur berdasarkan mahar 

perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, 

kecantikannya, hartanya, akalnya, agamnya, kegadisannya, 

kejandaanya, dan negerinya sama ketika akad nikah dilangsungkan 
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serta semua yang terjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila 

terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang 

mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula 

maharnya.
48

  

Mahar Misil diwajibkan dalam tiga kemungkinan
49

 : 

1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau 

jumlahmya ketika berlangsungnya akad nikah. 

2) Suami menyebutkan mahar Musamma, namun mahar tersebut 

tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat 

misalnya mahar dengan minuman keras. 

3) Suami menyebutkan mahar Musamma, namun kemudian suami 

isteri berselisih dalam jumalh atau sifat mahar tersebut dan tidak 

dapat terselesaikan. 

Untuk menetukan jumlah dan bentuk mahar Misil tidak ada 

ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri 

ditengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan 

perempuanyang sederajat atau dengan saudaranya sendiri. 

4. Syarat-Syarat Mahar 

Adapun Sesuatu yang dijadikan mahar harus memenuhi syarat 

sebagai berikut :
50
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a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya. 

b. Harta atau benda berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak 

berharga meskipun tidak ada penetuan banyaknya mahar, sesuatu yang 

bernilai tetap sah disebut mahar. 

c. Barang suci dan bisa di ambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan 

memberikan khamr, babi, darah dan semacamnya, karena semua itu 

haram dan tidak bermanfaat. 

d. Barang yang dijadikan mahar bukan barang Ghasab. Ghasab artinya 

mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya namun tidak 

bermaksud untuk memilikinya karena bermaksud akan 

mengembalikannya kelak. Jadi memberikan mahar dengan barang 

hasil ghasab tidak sah, namun akadnya tetap sah. 

e. Barang yang dijadikan mahar harus jelas keadaannya, tidak sah mahar 

dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau tidak 

disebutkan jenisnya. 

f. Dapat diserahkan pada waktu akad atau waktu yang telah dijanjikan, 

dalam artian barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu 

diperlukan, barang yang tidak dapat diserahkan tidak dapat dijadikan 

mahar, misalkan burung yang terbang di udara. 

5. Bentuk, Jenis dan Jumlah batasan Mahar 

Mahar adalah sebagai bukti kebenaran cinta calon suami terhadap 

calon istrinya. Pendapat itu adalah benar, karena setiap orang pasti 

berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda 
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kepada orang yang dicintainya, membahagiakan belahan jiwanya, lebih 

lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia 

dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan 

amanah Allah SWT.
51

 

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang 

atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar 

dalam bentuk lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 27 yang berbunyi: 

َأَنَأ نكهحَكََإهحدَىَ َأ رهيد  َإهنِِّّ َهََ ٱقاَلَ َعَلَىَ بنَتََ  َثَََْ َتَينه جَجَْأَنَتأَج رَنِّه َحه فإَهنََ،نِهَ
َعَشََمَْأتَََْ َأ رهيَْعهنََْفَمهنََْراََتَ َوَمَا َأَنَْدهكَ َعَلَيََْد  َْأَش ق  د نِّه َسَتَجه ََإهنََْكَ نََٱشَاءَ َمه لل ه 
يْنََلص َ ٱ ََلهحه

 

Artinya : “Berkatalah Dia (Syu’aib)” “Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 

kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan)” 

dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.
52

 

 

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang 

waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekan Sofiyah 

tersebut. Kemudian ia menjadi Ummu al-Mukminin. Hal ini terdapat 

dalam hadis dari Anas ra. yang muttfaq ‘alaih ucapan Anas: 

َبنَنسأَعنبَلحبحااَبنَشعيبوَثابتَعندَحماَحدثناَسعيدَبنَقتيبةَحدثنا
 :مالك
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قهااصدَعتقهاَجعلوَصفيةَعتقأَسلموََعليهَهللاَصلىَاللهلَاسوأنَر  

Artinya: “Qutaibah bin Said dari Hamad dari Sabiq dan Syu’eb Bahwa 

sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah memerdekakan 

Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya 

(waktu kemudian mengawininya)”.
53

 

 
Baik Al-Qur’an maupun hadits Nabi tidak memberikan petunjuk 

yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar itu adalah uang dan 

benda yang bahkan dengan batasan jumlah minimal dan maksimalnya. 

Dalam Al-Qur’an Surat An-nisa’ ayat 24 Allah berfirman:  

حَْٱوََ
 
َصَنََ لم َمهنَ َمَلَكَتَْٱت  َمَا َإهلَّ  َعَلَيك مَْٱبََكهتََ ََن ك مَْأيَََ َلنِّسَاءه َلَك مََْلل هه ل  م اََوَأ حه
َذََ وَرََ َبهأَموََ اءَ َم سََ َلهك مَْلهك مَأَنَتبَتَ غ واْ َغَيَر نهيَن صه َمُّح َفَمَا يَن ن ََْبۦهههََتَعت مَْتَمَْسَْٱفهحه ه ن َمه
َفَرهيضَةًَأفاَ َأ ج ورَه ن  ََۦت مَبهههَضَيَْمَاَتَ رََ فهيََْج نَاحََعَلَيك مََْوَلََََّت وه ن  لفَرهيضَةهَإهن َٱمهنَبعَده
كََانََعَلهيمًاَحَكهيمًَٱ ََالل هَ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami 

kecuali budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu 

sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu 

selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri yang telah kamu 

nikmati (campuri) diantara mereka. Berikanlah kepada mereka 

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
54

 

 

Pada ayat tersebut hanya menyebut “harta” secara umum, sehingga 

mencakup harta yang banyak maupun harta yang sedikit. 

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka 

Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini 
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tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh 

Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, Sabda Nabi: 

َالْصَ  ه رََ سََيْاََََدَاقَ خَي ْر   
Artinya: “Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah.”

55
 

Artinya Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal 

jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki. Kadar 

mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi, dan tradisi 

masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat 

berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Dengan tidak adanya 

petunjuk yang pasti tentang maskawin atau mahar, ulama 

memperbincangkan, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas 

maksimalnya bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya, 

mereka berselisih dan  terdapat beberapa perbedaan dalam pendapat 

dikalangan ulama’.  

Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur 

dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak 

ada batas terendahnya, artinya batasan minimal mahar yang harus 

diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya 

yang dipandang harta oleh manusia, dan apa kalaupun rusak, maka ada 

nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh 

manusia diantara sesama mereka. Dari pendapat ini bisa ditarik 

kesimpulan bahwa segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi 
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sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Golongan Hanafi menyebutkan 

jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham. Imam Malik berpendapat bahwa 

minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga 

dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham 

tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. 

Sedang berdasarkan riwayat lain adalah barat yang sebanding (senilai) 

dengan salah satunya.
56

 

Adapun menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-

dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah 

lima dirham, dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan empat puluh 

dirham. Pangkal silang pendapat ini, kata Ibnu Rusyd adalah dua perkaara 

: pertama, ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya 

sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan 

menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual 

beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. 

Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki 

dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya. Maka perkawinan itu mirip 

dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan 

persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan 

ibadah. Kedua, adanya pertentangan antara Qiyas yang menghendaki 

adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki 

adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah 
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seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada 

ketentuannya.
57

 

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa dalam Islam tidak ada 

ketentuan yang pasti tentang standart minimal atau maksimal dari mahar 

yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya 

menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam 

meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW 

yang berbunyi : 

َاللَ  َبَ ركََةًَايَْسَر ه َمَئ  وْنةًَ.َ)احمد(عنَعائشةَرضَانَ َرَس وْل  ههَصَقاَلََ:َاهن َاعَْظَمََالْنهكاحَه  
Artinya : “Dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya 

perkawinan yang paling besar barokahnya adalah yang paling 

murah maharnya ”. (H.R Ahmad).
58

 

 

Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas dan 

semacamnya, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang 

kekurangan ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari 

besi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang berasal 

dari Sahl Bin Sa’ad sebagai berikut : 

  حَدهيْدَ  اهلْتَمهسَْوَلَوَخَاتََاًَمهنَْ  
Artinya : “Menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin 

besi”(H.R Bukhori).
59
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Anjuran diatas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari 

kesukaran atau kesusahan (raf al-haraj) dan mengutamakan kemudahan 

(altaysir). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan 

keseluruhan syaria’at Islam. Hanya saja melaksanakan hukum pernikahan 

prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit 

terwujudnya pernikahan dan membenahi laki-laki dengan sesuatu yang 

tidak kuat mereka pikul  adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi 

lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. 

Tidak bisa dimungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, 

tradisi, dan lainnya. 

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat 

unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak memiliki 

kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar 

hendaknya jangan terlalu dipaksakan. 

6. Pandangan Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar 

Pendapat Imam Hambali dan Imam Syafi’i yang meniadakan batas 

terendah pembayaran maskawin adalah didasarkan pada hadits dari 

Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya Sahl Bin Sa’ad 

yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadits tersebut berbunyi : 

َقاَلَتَْ َوَ َامْرأَةَر َجَائَ تْه  َص َالن بِه  َانَ  َسَعْد  َبْنه َسَهْله َااللههَ :عَنْ َرَس وْلَ َقَدَْياَ َاهنِِّّ ،
َطَوهيْلاًَ َقهيَامًا قاَمَتْ َلَكَ،ََ ى َنَ فْسه َ .وَهَبْت  َفَ قَالََ.فَ قَالَ َااللهه،َ :رَج لر َرَس وْلَ ياَ

هَاَاهنَْ هَاَحَاجَةرَ.زَوِّجْنهي ْ يَك نَْلَكََفهي ْ  ؟ لمََْ
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َااللههَص َت صْدهق  هَاَاهي اهَ  :فَ قَالََرَس وْل  نْدهيَْاهلََّ مَاَعهَ :فَ قَالََ .هَلَْعهنْدَكََمهنَْشَيْء 
 فَ قَالََ .اهزاَرهيَْهذَا
َص ح َشَيْئًا:لن بِه َفاَلْتَمهسْ َلَكَ، َاهزاَرَ َلََّ َجَلَسْتَ َاهزاَرَكَ َاعَْطيَْتَ هَا د َ فَ قَالََ .اهنْ َاَجه مَا

حَ .فاَلْتَمَسََفَ لَمَْيَهَدَْ .اهلْتَمهسَْوَلَوَْخَاتََاًَمهنَْحَدهيْدَ  :فَ قَالََ .شَيْئًا  :صَفَ قَالََلَه َالن بِه
َقاَلََ َشَيْئر؟ َالْق رْآنه َمهنَ َمَعَكَ َ :هَلْ َلهس وَر َ شَيْئًا.نَ عَمْ كََذَا َس وْرةَ  َوَ كََذَا س وْرَة 

هَا ي ْ حَ .ي سَمِّ اََمَعَكََمهنََالْق رْآنهَ :ص .فَ قَالََلَه َالن بِه  قَدَْزَو جْت كَهَاَبمه
 (احمدَوَالبخارىَ مسلم)

Artinya : “Dari Sahl bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah 

didatangi seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, 

sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu 

berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, 

“Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri 

tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, 

“Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan 

sebagai mahar untuknya?”, Ia menjawab, “Saya tidak memiliki 

apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika 

pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak 

berpakaian lagi, Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-

laki itu berkata, “Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. 

Lalu Nabi bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu 

laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian 

Nabi SAW bertanya padanya “Apakah kamu memiliki hafalan 

ayat Al-Qur’an?”. Ia menjawab, “Ya, surat ini dan surat ini”. Ia 

menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW 

bersabda, “Sungguh aku telah menikahkan kamu denganhya 

dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an.” (H.R. Ahmad, 

Bukhari, Muslim)
60

. 

 

Hadits inilah yang kemudian dijadikan metode Istinbat hukum oleh 

Imam Syafi’i, dalam hadits ini ada kata “carilah walau hanya cincin besi”, 

hal ini menunjukkan bahwa maskawin itu tidak mempunyai batasan 

terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu Rasulullah 
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SAW memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait kaadar minimal 

sebuah mahar. 

Berdasar kepada uraian diatas, istinbat hukum Imam Syafi’i  

menggunakan hadits sebagai dasar dalam penetapan pendapatnya, 

bagaimanapun juga hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua 

setelah Nas Al-Qur’an.  Seluruh umat Islam, baik yang ahli naql maupun 

ahli aqli telah sepakat bahwa hadits merupakan dasar hukum Islam, yakni 

salah satu sumber hukum Islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya 

mengikuti Al-Qur’an.
61

 

Kemudian dalam hubungannya dengan batasan terendah dalam 

memberi mahar bahwa Imam Malik dan Imam Hanafi menggunakan 

metode Istinbat berupa Qiyas. Dalam hal ini Imam Malik dan Imam 

Hanafi berpendirian bahwa mahar itu analoginya ada kesamaan dengan 

ibadah, dimana ibadah itu ditentukan waktunya. Karena itu melakukan 

ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan 

syaria’at Islam. Dalam perspektif Imam Malik, seseorang yang melakukan 

ibadah tanpa mentaati ukuran yang sudah ditentukan maka ibadahnya 

menjadi tidak sah. Demikian pula seorang calon mempelai pria memberi 

mahar harus sesuai dengan ukuran dan sebagai ukuran minimal maka 

Imam Malik dan Imam Hanafi telah menentukan sebagaimana telah 

diterangkan dalam uraian sebelumnya mengenai jumlah mahar. Jadi dalam 

pandangan Imam Malik dan Hanafi calon mempelai pria yang memberi 
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mahar dibawah ukuran minimal maka ia berdosa karena meskipun mahar 

tidak masuk rukun nikah tetapi hukumnya wajib.  

Tampaknya pendapat ini sangat menjunjung tinggi dan 

mengangkat harkat dan martabat wanita agar tidak direndahkan. Dari sini 

terlihat bahwa metode istinbat hukum kedua tokoh madzhab ini 

menunjukkan keberpihakan kepada kaum wanita meskipun hanya berupa 

Qiyas, akan tetapi bagaimanapun qiyas merupakan salah satu sumber 

hukum dalam Islam. 

C. Wajah Baru Hukum Islam di  Indonesia. 

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, sebagaimana penulis 

ulas di atas bahwasannya pembaharuan hukum keluarga Islam pertama 

kali ditandai dengan Pengundangan hukum perkawinan (UU Nomor 1 

Tahaun 1974) pada awal rezim Orde Baru. Setelah berjalan selama tujuh 

belas tahun yakni pada akhir rezim orde baru, kemudian disusunlah 

Kompilasi Hukum Islam yang dalam bentuk legal dinyatakan oleh 

Presiden Soeharto melalui sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut 

dengan istilah KHI dan sebagai pedoman  hukum perkawinan, kewarisan, 

dan perwakafan untuk para hakim di Pengadilan Agama.
62

 

Dengan munculnya KHI, banyak yang mempertanyakan tentang 

bagaimanakah kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional menurut 
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Undang-Undang dan kaitannya dengan jenis peraturan-peraturan di 

Indonesia. Karena KHI yang telah diterima baik oleh Ulama’ itu, 

penyebarannya melalui INPRES dan materinya dituangkan dalam bentuk 

luar dan formatnya seperti layaknya suatu batah tubuh peraturan 

perundang-undangan. 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia 

yang di dalamnya, kitab-kitab fiqh belum dibicarakan atau dalam hal-hal 

tertentu belum ada penegasan secara eksplisit. Kemudian ditetapkan KHI 

pada tahun 1991 yang disepakati sebagai landasan hukum yang kokoh bagi 

keberadaan lembaga Peradilan Agama. Sehingga, kedudukanya dalam 

hukum positif di Indonesia dapat dipahami bahwa antara KHI dan UU 

No.1 Tahun 1974 mempunyai tujuan yang sama, dalam artian kedudukan 

KHI hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam 

sedangkan UU No.1 tahun 1974 diperuntukkan bagi siapa saja sebagai 

warga negara Indonesia. 

Dalam proses penyusunannya, KHI melibatkan berbagai kelompok 

elite Islam Indonesia. Kelompok pertama, ialah para “pejabat agama”, 

yakni para hakim pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan 

Mahkamah Agung. Kelompok kedua, para “ulama independen”, yakni 

para kyai pengasuh pesantren yang memiliki pengaruh di dalam komunitas 

yang bersangkutan. Kelompok ketiga, para pimpinan organisasi 

kemasyarakatan yang berasas Islam, seperti Nahdlatul Ulama, 
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Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Kelompok keempat, para 

cendekiawan Muslim dan para sarjana ilmu agama Islam. Kelompok 

terakhir melakukan pengkajian terhadap 38 kitab fiqh, yang tersebar di 

tujuh IAIN, yakni: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Imam Bonjol 

Padang, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, dan IAIN 

Alauddin Makassar.  

Proses penyusunan dan perumusan KHI dilakukan secara bertahap 

dan meliputi beragam kegiatan (sejak tahun 1985 sampai dengan 1991), ; 

Pertama, pengambilan keputusan kerja sama antara Mahkamah Agung 

dengan Departemen Agama. Kedua, penyusunan tim yang terdiri atas para 

pejabat dari kedua instansi tersebut. Ketiga, melakukan pengumpulan 

bahan melalui jalur: kajian kitab fiqh, kajian yurisprudensi, kajian banding 

(Mesir, Maroko, dan Turki), dan wawancara ulama. Keempat, penyusunan 

draft KHI meliputi tiga buku, Buku I: Hukum Perkawinan; Buku II: 

Hukum Kewarisan; dan Buku III: Hukum Perwakafan. Kelima, lokakarya 

ulama yang melibatkan 123 orang peserta, meliputi empat kelompok elite 

Islam sebagaimana dikemukakan di atas. keenam, penyebarluasan KHI 

kepada masyarakat melalui instrumen hukum Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991.
63

 

KHI disusun sebagai upaya untuk mewujudkan kesatuan hukum di 

bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang berlaku di Indonesia. 
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https://uinsgd.ac.id/berita/model-penelitian-kompilasi-hukum-islam/ 

https://uinsgd.ac.id/berita/model-penelitian-kompilasi-hukum-islam/


digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 
 

46 

KHI disusun dan disebarluaskan “untuk digunakan oleh Instansi 

Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya”, sebagaimana 

yang diinstruksikan oleh Presiden kepada Menteri Agama pada tahun 

1991. Dalam perjalanan lebih lanjut KHI mengalami sosialisasi di dalam 

masyarakat, terutama melalui bahan tertulis. Namun demikian wacana 

tentang hukum keluarga Islam masih tetap bervariasi, baik dalam 

lingkungan pendidikan (pesantren) dan media massa maupun dalam 

lingkungan masyarakat luas. kompilasi  merupakan fiqh dalam bahasa 

undang-undang.
64

 

Secara garis besar fokus penelitian KHI dapat dibagi menjadi dua 

pilahan. Pilahan pertama, fokus penelitian internal berkenaan dengan 

proses perumusan hingga penerapan KHI. Dalam pilahan ini dapat 

dirumuskan tiga fokus penelitian, yakni proses perumusan, hasil 

perumusan, dan penerapan hasil perumusan. Pilahan kedua, fokus 

penelitian eksternal berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem 

hukum nasional. Dalam pilahan ini dapat dirumuskan beberapa fokus 

penelitian, di antaranya tentang KHI dalam politik hukum nasional, 

penyebarluasan KHI dalam masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk, 

dan efektivitas KHI sebagai rujukan normatif bagi pemecahan masalah 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berkaitan dengan pilahan pertama, dapat disusun tiga model 

penelitian KHI. Pertama, penelitian proses perumusan KHI yang dapat 
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disebut sebagai Model Proses Perumusan KHI (MPPK). Model ini 

berkenaan dengan tahapan pengintegrasian bahan yang diperoleh melalui 

jalur kajian kitab fiqh, kajian yurisprudensi, kajian banding, dan 

wawancara mulai dari penyusunan draft awal sampai naskah final yang 

disepakati dan siap untuk disebarluaskan (tahapan ketiga sampai kelima). 

Kedua, penelitian hasil perumusan KHI, yang dapat disebut sebagai Model 

Hasil Perumusan KHI (MHPK). Model ini berkenaan dengan substansi 

KHI sebagaimana tertulis dalam ketiga buku KHI. Di dalamnya terjadi 

kohesi antara fiqh dengan substansi hukum lain (nasional, barat, dan adat). 

Ketiga, penelitian penerapan KHI terutama dalam produk pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama, yang dapat disebut sebagai Model 

Penerapan Hukum KHI (MPHK). Model ini berkenaan dengan penerapan 

KHI, sebagai hukum tertulis, dalam pelaksanaan penegakan hukum.
65

 

Pada tahun 1998, setelah kejatuhan rezim orde baru  perseteruan 

hubungan agama islam dengan Pancasila kembali menjadi wacana resmi 

kenegaraan. Hal ini bersamaan dengan maraknya arus demokrasi di 

Indonesia, yang mana demokrasi merupakan sebagai pintu gerbang 

reformasi untuk kebebasan aspirasi politiknya.  

Pada tahun 1999 aspirasi formalisasi Syari’at islam menjadi tren 

dalam ruang lingkup daerah bahkan nasional. Bagi sebahagian kalangan, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai sebagai wujud nyata awal 

pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka memenuhi 
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persyaratan hukum Islam menjadi hukum positif dalam jajaran peraturan 

perundang-undangan.  

Nilai lebih dari penyusunan KHI menurut Marzuki Wahid dan 

Rumadi adalah kemajemukan referensi KHI, namun referensi kitab dari 

berbagai mazhab yang jumlahnya mencapai 38 buah untuk digunakan 

dalam penyusunan KHI tersebut, tak satu pun yang menunjukkan kitab 

Ushul Fikih. Kendati demikian, kalau dilihat dari elemen-elemen 

pembaruan yang diformulasikan seperti pencatatan perkawinan, asas 

monogami, batas usia kawin, dan lain-lain, tampak bahwa KHI disusun 

dengan menggunakan berbagai metode Ushul Fikih seperti qiyās dan al-

maṣlaḥah al-mursalah secara simultan. 

Jika dilihat content KHI, sesungguhnya isinya adalah hukum syar’i 

karena berisikan pemikiran madzhab empat tentang hukum keluarga. 

Hanya saja, KHI memilih salah satu pendapat yang relevan dalam realitas 

masyarakat Indonesia yang majemuk.
66

 

Jika dilihat dari proses, maka sesungguhnya KHI sudah 

merepresentasikan pemikiran mayoritas umat Islam karena melibatkan 

tokoh dan ulama’ se-Indonesia. Selain itu juga melibatkan para jurist Islam 

yang berasal dari perguruan tinggi agama islam negeri. Ini artinya KHI 

telah mendapat legitimasi yang penuh dari masyarakat Islam, meski 
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kekuatan hukumnya, karena hanya dikeluarkan sebagai INPRES 

dipandang kurang kuat.
67

 

Reinterpretasi dan reformulasi juga menjadi paradigma penyusunan 

KHI, dalam arti bahwa KHI mengaktualisir bidang-bidang fikih yang 

dirasakan tidak aktual dengan mengkaji ulang dalil-dalil yang pernah 

diinterpretasikan ulama terdahulu untuk menghasilkan fikih pada masanya, 

ditafsirkan kembali dengan tuntutan syariat dan maqāṣid al-syarī‘ah. Cara 

ini dianggap cukup efektif untuk mewujudkan kemaslahatan.
68

 

Meski demikian, sebahagian yang lain masih menganggap bahwa 

KHI tetap niscaya memuat beberapa pasal yang mungkin tidak lagi relevan 

dengan kondisi sekarang dan perlu ditinjau ulang. 

2. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) 

Ditengah ramainya formalisasi Syari’at Islam paska orde baru 

sampai tahun 2003, yang mana pada tahun 2003 Departemen Agama RI 

menyerahkan Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan 

Agama atau disebut RUU HTPA kepada Presiden untuk diserahkan 

kepada DPR dan dijadikan Undang-undang.
69

 Yang mana RUU HTPA 

sebagian besar diambil dari pasal-pasal KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. 

Kemudian Pada tanggal 4 Oktober 2004, kelompok kerja 

pengarusutamaan gender departemen agama RI yang selanjutnya disebut 
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Pokja PUG Depag, meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam 

yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) hal 

ini sebagaimana respon atas RUU HTPA, karena tim CLD KHI 

berpandangan bahwa RUU tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum 

nasioanl dan bisa dinilai membuat diskriminasi terhadap warga negara non 

muslim. Karena ini dapat menggoyahkan pilar pluralism dan demokrasi 

dalam kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila. Ketakutan ini 

dijadikan dasar oleh tim CLD KHI untuk menyusun naskah Syari’at Islam 

yang pluralis, demokratis, dan humanis, dan  adil gender. 

Sistematika dirumuskannya CLD KHI adalah untuk mencapai cita- 

cita luhur, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis. CLD 

KHI dicanangkan sebagai rumusan baru syariat Islam yang sesuai dengan 

kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter genuine kebudayaan 

Indonesia, sebagai alternatif dari tuntunan formalisasi syariat Islam yang 

kaffah pada satu sisi dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam 

nation-state Indonesia pada sisi yang lain.  

Realitas keindonesiaan yang pluralistik mengharuskan satu alas 

pijak dan mata baca yang tepat dalam CLD KHI. Tim CLD-KHI secara 

terang-terangan menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam 

merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, 

hak asasi manusia, dan demokrasi.
70

 Keempat pendekatan inilah yang 

menjadi pisau bedah lahirnya CLD KHI. Apa sesungguhnya yang 

                                                           
70

 Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, Pembaharuan Hukum Islam: Counter 
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dimaksud dengan keempat pendekatan ini sangat urgen untuk diketahui, 

mengingat sebuah pendekatan dan cara pandang juga tidak lahir dari ruang 

hampa yang bebas nilai. Dengan mengetahui keempat pendekatan ini 

berarti telah mengetahui pula pisau bedah yang menjadi indung semanah 

lahirnya CLD KHI. 

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) 

merupakan hasil dari serangkaian pertemuan dan diskusi yang 

dimaksudkan untuk merombak dan mendesain ulang Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Hal ini karena dinilai sudah waktunya untuk diperbaharui 

seiring dengan perkembangan keadaan. Perombakan dilakukan tidak hanya 

pada sisi materialnya yang tertera dalam pasal demi pasal KHI, melainkan 

juga pada pangkal paradigmanya. Oleh karena itu risalah ini tidak hanya 

memuat perubahan-perubahan dari batang tubuh KHI dalam wujud 

Counter Legal Draft, akan tetapi juga menyertakan sebuah bangunan 

metodologi yang menjadi acuan dari kerja pembaharuan tim ini. Dalam 

konteks inilah kemudian muncul CLD-KHI pada era reformasi. CLD-KHI 

tersebut yang kemudian merupakan produk antitesa terhadap eksistensi 

KHI. 

3. Faktor-Faktor CLD-KHI MengCounter KHI. 

KHI merupakan sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

oleh Presiden Soeharto. Dalam kenyataan yuridis, KHI adalah satu-satunya 

materi Syai’at Islam yang dijadikan hukum positif di Indonesia. Meskipun 

landasan hukumnya tidak terlalu kuat, akan tetapi kenyataan di lapangan 
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terlihat sangat efektif digunakan oleh para hakim agama dan pejabat KUA, 

bahkan sebagian masyarakat itu sendiri.
71

 

Dari usianya yang cukup lama ini yang menuntut peninjauan ulang 

atasnya. Hal ini dikarenakan KHI adalah sebuah karya dari para intelektual 

manusia yang bersifat relatif, dan juga bukan merupakan karya final dan 

mutlak. Oleh karena itu KHI masih terbuka untuk ditinjau kembali.
72

 

KHI sendiri adalah sebuah produk hukum yang tidak netral. KHI 

sebagaimana hukum-hukum lainnya tentu saja dipengaruhi oleh faktor 

ruang dan waktu. Ia tidak bisa terlepas dari ranah sosiologis yang 

melatarbelakanginya. Ia tidak bebas kuasa. KHI adalah produk kekuasaan 

pada satu waktu dengan berbagai situasi, Kondisi, bahkan pretensi yang 

mengitarinya. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan dinamika 

masyarakat yang terus bergerak maju mengharuskan peninjuan ulang atas 

rumusan KHI. Untuk itu, Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Departemen Agama RI pimpinan Siti Musdah Mulia, berinisiatif untuk 

mengkaji draft KHI lama yang menurut mereka sangat problematis. Pada 

arus ini, kelahiran CLD KHI menjadi suatu keniscayaan dalam lanskap 

hukum dan dinamika sosial. 

Dalam hal ini para tim penyusun CLD KHI mempunyai alasan 

yang mendasar atas perlunya pembaruan Hukum Keluarga Islam di 

Indonesia, adapun alasan yang dikemukakan oleh tim CLD KHI adalah 

sebagai berikut: 
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a. KHI telah diajukan oleh Depag RI, hal ini dilakukan untuk 

ditingkatkan statusnya yang semula sebuah Inpres menjadi RUU 

HTPA. Tidak sampai disitu saja, bahkan buku ketiga dari KHI (tentang 

hukum Perwakafan) telah ditetapkan menjadi UU wakaf sejak tahun 

2004 dengan istilah UU Nomor 41 Tahun 2004.
73

 Marzuki Wahid 

menjelaskan dalam bukunya Fiqh Indonesia bahwa dengan alasan ini, 

dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah di 

depan mata untuk direspon.
74

 

b. KHI adalah satu-satunya ketentuan Syari’at Islam yang telah diakui 

negara dan sering dijadikan rujukan para hakim pengadilan agama, 

pejabat KUA,  dan sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan KHI 

tersusun dalam bentuk bahasa Indonesia sehingga mudah untuk 

dipahami. Selain itu KHI juga memberikan kepastian hukum karena 

tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi 

fiqh yang tercantum dalam kitab kuning. Hal ini berarti meskipun 

dalam konteks politik hukum KHI fakultatif, tetapi kenyataan di 

lapangan KHI nyaris seolah-olah imperative digunakan para hakim 

Pengadilan Agama.
75

 

c. KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik dalam 

hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Dalam 

konteks Indonesia, KHI bersebrangan dengan UU Nomor 7 Tahun 
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 Marzuki Wahid,Fiqh Indonesia, 207. 
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1984, yang mana undang-undang ini mengatur mengenai penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian pada UU 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga UU 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya 

mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia 

serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut. Dalam 

konteks internasional KHI juga bertentangan dengan Konvensi yang 

telah diratifikasi, yakni mengenai Penghapusan Segala  Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan, istilah ini dinamakan Convention 

on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women 

(CEDAW). Begitu juga dengan beberapa instrument penegakan dan 

perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1948), 

konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang sekarang 

sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, konvenan 

Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosia dan budaya yang 

sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2005.
76

 

d. KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Hal 

ini disebabkan karena beberapa pasal dalam KHI secara prinsipil 

bertentangan dengan nilai-nilai dasar islam yang universal, seperti 

prinsip persamaan (al-Musa>wah), persaudaraan (al-Ukhuwwah), dan 

keadilan (al-‘Adal>ah).
77
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e. KHI dari sudut metodologi masih terkesan replika hukum fikih ulama 

zaman dahulu, dalam hal ini kontruksi hukum KHI belum 

dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam 

Indonesia masih mencerminkan penyesuaian pada fikih timur tengah 

dan dunia arab lainnya.
78

 Berdasarkan alasan inilah mengapa tim CLD 

KHI memilih naskah KHI sebagai basis kajian dalam perumusan 

tawaran-tawaran baru mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Oleh karena itu, Tim pengarusutamaan gender Departemen Agama 

RI atau disebut Pokja PUG Depag RI dalam menyusun CLD KHI 

memiliki beberapa tawaran pemikiran mengenai hukum keluarga Islam. 

Dalam hal ini atas dasar beberapa alasan diatas, tim CLD KHI 

menawarkan tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum 

perwakafan. Ketiga bidang ini tercantum dalam  tiga buku. Buku pertama 

mengenai RUU Hukum Perkawinan Islam, buku kedua mengenai RUU 

Hukum Kewarisan Islam, dan buku ketiga mengenai RUU Hukum 

kewarisan. 
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BAB III 

KONSEP MAHAR DALAM KHI DAN CLD-KHI 

 

A. Mahar Perspektif KHI 

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang 

Perkawinan) dinyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

yang Maha Esa”.
79 

Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-

laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan 

secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang. Dengan kata lain, 

mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam.
80

 

Dalam perundang-undangan di Indonesia, masalah mahar diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan rangkuman pendapat 

hukum yang diambil dari berbagai kitab yang di tulis oleh ulama’ Fikih yang 

biasa digunakan sebagai refrensi pada pengadilan agama untuk di olah dan 
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dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut 

inilah yang dinamakan kompilasi hukum Islam.
81

  

Pendapat yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari 

Al-qur’an dan hadits serta pendapat dari berbagai madzhab. Banyaknya 

pendapat atau madzhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum 

Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan 

produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan 

agama mempunyai materi hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam. 

Adapun pembahasan mengenai mahar dijelaskan dalam KHI yakni 

pada bab ke-5 tentang mahar, yaitu pasal 30-38. Masalah mahar juga 

disinggung pada bab ke-1 dalam ketentuan umum, pasal 1d. Isi dari pasal ini 

adalah definisi mahar.
82

 Kemudian penulis merumuskan bahwa seharusnya 

mahar diberikan laki-laki kepada perempuan. Seperti yang tertulis dalam 

pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
83

 Ketika pembahasan rukun nikah 

pada bab ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan ditegaskan bahwa mahar 

tidak menjadi rukun nikah/perkawinan.
84

  

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang termasuk rukun nikah 

adalah : 
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 Abdul Aziz Dahlan, et. al, Ensiklopedi Islam, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 
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1. Calon suami; 

2. Calon istri; 

3. Wali nikah; 

4. Dua orang saksi; 

5. Ijab dan Kabul. 

Membayar mahar, memang hal ini bukanlah suatu syarat atau rukun 

dalam perkawinan, tetapi mahar ini merupakan suatu kewajiban yang harus 

diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana dalam firman Allah Swt 

dalam Surat An-Nisa’ (Ayat 4) yang berbunyi: 

ْلَة   صَدُقاَتِههن   النِّسَاءَ  وَآَتُوا نْهُ  شَيْء   عَنْ  لَكُمْ  طهبَْ  فإَهنْ  نِه  مَرهيئ ا هَنهيئ ا فَكُلُوهُ  نَ فْس ا مه
 Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan 

sedap dan nikmat.”
85

 

 

Dilihat dari ayat di atas Allah SWT telah memerintahkan, pada suami- 

suami untuk membayar mahar pada istrinya. Karena perintah tersebut tidak di 

sertai dengan qarinah (tanda) kepada hukum sunnat atau mubah, maka ia 

menghendaki kepada makna wajib.
86

  Jadi mahar adalah wajib bagi suami 

terhadap isterinya, karena tidak ada qarinah yang memalingkan dari makna 

wajib kepada makna yang lain. 

Kemudian penentuan mahar ditetapkan berdasarkan asas mahar adalah 

sederhana dan mudah pada pasal 31.
87

 Pasal ini tampaknya lebih menekankan 

segi-segi kesederhanaan dan kemudahan. Kompilasi menyatakan bahwa 
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penetuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan 

apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karrena pada hakikatnya, 

maskawin adalah lambang penyerahan diri seorang isteri bagi siapa saja yang 

memberinya maskawin.  

Selanjutnya ditegaskan pula kepemilikan mahar adalah menjadi hak 

milik istri.
88

 Adapun penyerahan pada prinsipnya adalah tunai, tetapi ada 

kemungkinan ditangguhkan. Demikian juga boleh lunas seluruhnya atau 

sebagian.
89

  

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar itu disepakati sebelum akad 

perkawinan berlangsung. Jadi, ada pengompromian antara kedua belah pihak. 

Hal ini untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar itu tidak 

disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita.  

Kemudian ditegaskan bahwa mahar bukan rukun nikah.
90

 

Sebagaimana pengertiannya, mahar adalah suatu pemberian wajib dari calon 

suami kepada calon isterinya. Apabila mahar dianggap sebagai rukun, dia 

harus ada ketika akad. Sedangkan mahar ini dapat disebutkan setelah 

perkawinan, asalkan jenis dan besarnya disebutkan ketika akad.  

Walau bagaimana pun mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau 

syarat sahnya suatu pernikahan. Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat (1) 

disebutkan, kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan dan selanjutnya dalam pasal (2) di sebutkan Kelalaian 

menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak 
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menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar 

masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. 

Penjelasan selanjutnya adalah akibat talak. Suami yang mentalak 

isterinya sebelum hubungan badan wajib membayar setengah mahar yang 

telah ditentukan. Dalam kasus suami meninggal sebelum hubungan badan, 

mahar yang diberikan menjadi hak penuh isteri. Sementara kalau perceraian 

terjadi sebelum hubungan badan dan jumlah mahar belum ditentukan, maka 

wajib membayar mahar Mitsl.
91

  

Dalam kasus mahar hilang sebelum diserahkan, wajib diganti.
92

 Kalau 

terjadi perbedaan pendapat tentang jenis dan nilai mahar, diselesaikan oleh 

hakim di pengadilan.
93

 Dalam kasus mempunyai cacat tergantung sikap 

mempelai wanita.
94

 

B. Mahar Perspektif CLD-KHI. 

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah 

hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian KHI terhadap 

naskah KHI.
95

 

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan 

hasil dari serangkaian pertemuan dan diskusi yang dimaksudkan untuk 

merombak dan mendesain ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini 

karena dinilai sudah waktunya untuk diperbaharui seiring dengan 
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perkembangan keadaan. Perombakan dilakukan tidak hanya pada sisi 

materialnya yang tertera dalam pasal demi pasal KHI, melainkan juga pada 

pangkal paradigmanya. Oleh karena itu risalah ini tidak hanya memuat 

perubahan-perubahan dari batang tubuh KHI dalam wujud Counter Legal 

Draft, akan tetapi juga menyertakan sebuah bangunan metodologi yang 

menjadi acuan dari kerja pembaharuan tim ini. 

Konsep yang ditawarkan dalam CLD-KHI meliputi tiga aspek, yakni 

perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Akan tetapi yang memperoleh 

tanggapan hanya menyangkut dua bidang saja, yaitu perkawinan dan 

kewarisan.
96

 

Tim perumus dalam merumuskan CLD-KHI menafsirkan ayat-ayat al-

Qur’an dan al-Hadits dengan pendekatan kemaslahatan, kearifan lokal, 

maqashid al-syari’ah, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fikih 

yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, 

Meskipun demikian, tim CLD-KHI tetap menggali hukum Islam dari 

khazanah intelektualisme klasik Islam (kitab kuning) dari berbagai madzhab 

fikih. Dengan demikian, semua ketentuan hukum Islam dalam CLD-KHI 

digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur’an 

dan al-Sunnah, serta khazanah intelektual klasik Islam (kitab kuning) melalui 

pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan  tradisi yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan 

Barat di negara lain. 
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Dalam CLD KHI, mahar diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi: ayat 

(1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon 

pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. Ayat (2) jumlah, 

bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai kemampuan 

pemberi. Dalam Pasal 17: ayat (1) Penyerahan mahar pada dasarnya 

dilakukan secara tunai. Ayat (2) Mahar yang belum diberikan secara tunai, 

menjadi hutang bagi pemberi mahar. Ayat (3) Mahar tetap harus ditunaikan 

meskipun terjadi perceraian. Dalam Pasal 18: ayat (1)Mahar menjadi milik 

penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan. Dalam 

Pasal 19: ayat (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan 

nilai mahar yang ditetapkan, atau mengandung cacat, maka penyelesaian 

dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Ayat (2) Apabila tidak 

tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian 

kepada Pengadilan Agama. 

Ketentuan mahar ini diatur untuk menghilangkan sifat mendominasi 

dan sifat memiliki oleh laki-laki terhadap perempuan, Untuk itu mereka 

menawarkan konsep bahwa mahar itu tidak selalu harus dari calon suami 

kepada calon istri, tetapi bisa juga sebaliknya, dari calon istri kepada calon 

suami. 

Adapun dasar pemikiran tim perumus yang paling utama dalam 

merumuskan pasal-pasal dalam CLD-KHI termasuk konsep pemberian mahar 

menurutnya, “demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip 

kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan 
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menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan 

prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada dataran prinsipil tersebut 

antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Sejumlah konsep ajaran 

Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah; pertama, al- 

musawah (egalitarianism). Bahwa manusia memilki derajat dan posisi yang 

setara di hadapan Allah. Kedua, al hurriyah ( kemer-dekaan). Ketiga, al- 

ukhuwwah (persaudaraan). Keempat, al-‘adalah (keadilan) yang berintikan 

pada pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat-negara. Kelima, al-syura (musyawarah). Bahwa setiap 

warga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam urusan publik 

yang menyangkut kepentingan bersama. Kiranya mekanisme penyusunan 

sebuah Kompilasi Hukum Islam harus bersendikan kelima pokok ajaran 

tersebut”.
97

 

Dasar kaidah Tim Perumusan CLD KHI yang digunakan adalah 

kaidah yang menyatakan bahwa,”…akal publik memiliki kewenangan untuk 

menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan “dogmatik” agama 

menyangkut perkara- perkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan 

antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik 

berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasikannya.” 

Hal ini lah yang kemudian dijadikan patokan Tim Perumus CLD-KHI bahwa 

Mahar itu sebagai simbol penghormatan kepada pasangan, dan bukan untuk 

melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Karena menurut 
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mereka, mahar selalu diasosiasikan dengan al-dukhul (Hubungan suami-

isteri) atau (sebagai pembelian alat kelamin perempuan) seperti dalam kitab-

kitab klasik. Sehingga akibatnya, hak asasi dan kebebasan perempuan 

“tergadai”.
98

 

C. Analisis Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD KHI. 

KHI yang digagas pada tahun 1985 mulai disebarluaskan pada tahun 

1991 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang 

ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.
99

 

 Tentang proses perumusan KHI misalnya, dapat dipahami dan 

dijelaskan sebagai rangkaian peristiwa yang melibatkan beberapa kelompok 

elite Islam dengan kapasitas dan posisi yang bervariasi. Ada kelompok yang 

memiliki peranan besar, bahkan dominan; ada pula kelompok yang hanya 

berpartisipasi. Proses perumusan KHI juga dapat dipahami dan dijelaskan 

sebagai suatu proses mulai dari tahapan keputusan politik oleh pimpinan 

Mahkamah Agung dan Departemen Agama sampai dengan tahapan 

penyebarluasannya. Pada tiap tahapan itu, juga terjadi interaksi antar 

kelompok yang terlibat dalam proses perumusan tersebut. Di samping itu, 

proses perumusan KHI dapat dipahami dan dijelaskan sebagai metode untuk 

mengisi kekosongan hukum, terutama di bidang perkawinan, kewarisan, dan 

perwakafan, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat 

yang memerlukannya. Atas perihal yang sama, dapat digunakan sebagai 
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pedoman dalam menerima sampai menyelesaikan perkara pada pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Reinterpretasi dan reformulasi juga menjadi paradigma penyusunan 

KHI, dalam arti bahwa KHI mengaktualisir bidang-bidang fikih yang 

dirasakan tidak aktual dengan mengkaji ulang dalil-dalil yang pernah 

diinterpretasikan ulama terdahulu untuk menghasilkan fikih pada masanya, 

ditafsirkan kembali dengan tuntutan syariat dan maqāṣid al-syarī‘ah. 

Akan tetapi meski demikian, sebahagian yang lain masih menganggap 

bahwa KHI tetap niscaya memuat beberapa pasal yang mungkin tidak lagi 

relevan dengan kondisi sekarang dan perlu ditinjau ulang. 

Oleh karenanya, merujuk pada titik fokus yang menjadi pembahasan 

peneliti adalah tentang Mahar dan kontekstualitasnya. Dalam kajian 

antropologi-sosiologi, mahar bukan satu tema bahasan yang baru, mengingat 

institusi mahar bersifat lintas ruang dan waktu. Sudah cukup banyak 

penelitian digarap di bidang kajian ini, bahkan tidak hanya pada komunitas 

muslim, tetapi juga pada komunitas lain, baik masyarakat yang sudah atau 

yang tergolong relatif masih “terbelakang”.  

Dalam kaitan ini, isu mahar terutama dalam konteks sosiologis cukup 

kompleks karena sangat terkait dengan banyak hal. Menurut Hamadullah 

“Abd Al-‘Ati secara komprehensif merangkum persoalan mahar dengan baik 

dalam bukunya “Struktur Keluarga dalam Islam”. Menurut beliau, upaya 

untuk memahami realitas tradisi mahar pada komunitas tertentu harus 

mempertimbangkan konteks sosial dan kulturalnya terutama ideologi kelas, 
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nilai-nilai keagamaan, sistem kekerabatan dan persepsi sosial tentang anak. 

Dengan kata lain, Sebagai fakta dan fenomena sosial mengacu pada 

paradigma durkheimian- maka keberadaan mahar di satu masyarakat sangat 

ditentukan faktor-faktor diskursif yang melingkupinya, terutama stratifikasi 

sosial. Berbagai teori sosiologis telah dibangun untuk menjelaskan isu sosial-

kultural mahar.
100

 

Analisis sosial menempatkan hukum sebagai bagian dari fakta sosial. 

Dalam konteks ini, mahar berfungsi sebagai satu instrumen hukum yang 

sentral dalam pernikahan Islam dan mendapat banyak sorotan ilmiah. Namun 

demikian, kajian yang ada tentang mahar selama ini terlalu terfokus pada 

dimensi normatif-vitasnya. Mahar sebagai satu bagian dari ”simbol” dalam 

kehidupan sosial sebetulnya memainkan fungsi dan peranan yang sangat 

penting terutama dalam kaitan-nya dengan refleksi sosial-kultural, bahkan 

juga ekonomi. Perbedaan transliterasi istilah mahar (bahasa Arab) ke dalam 

bahasa lokal seperti “dower” dan “dowry” (Inggris), dan maskawin (jawa) 

mengisyaratkan diversifikasi pemaknaannya. Dalam kajian sosial, mahar baik 

secara ontologis maupun simbolis erat kaitannya dengan realitas sosial, 

terutama dalam konteks stratifikasi sosial. Menurut Henry J. Korson. Dalam 

“Jurnal Perkawinan dan Keluarga” bentuk judulnya ”Peranan Indikator 

Dower Sebagai Perubahan Sosial di Pakistan”, Pada masyarakat tertentu 

mahar menjadi indeks kelas sosial atau eksistensi “nobilitas” seseorang.
101
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Berbeda dengan pandangan Islam yang lebih menekankan aspek 

moralitas, teori ekonomi memandang mahar sejenis kompensasi yang harus 

diberikan pihak laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan; 

dalam artian ganti-kerugian keluarga untuk biaya membesarkan anak 

gadisnya. 

Atas kerangka berfikir yang disebutkan diatas, tim CLD-KHI 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadits dengan pendekatan 

kemaslahatan, kearifan lokal, maqashid al-syari’ah, dan akal publik dalam 

merumuskan naskah tandingannya KHI yang di dalamnya juga memuat 

pembahasan tentang pasal Mahar. Ini tercermin dari kaidah ushul fikih yang 

digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, 

tim CLD-KHI tetap menggali hukum Islam dari khazanah intelektualisme 

klasik Islam (kitab kuning) dari berbagai madzhab fikih. Dengan demikian, 

semua ketentuan hukum Islam dalam CLD-KHI digali dan dirumuskan dari 

sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur’an dan al-Sunnah, serta 

khazanah intelektual klasik Islam (kitab kuning) melalui pengkajian terhadap 

kebutuhan, pengalaman, dan  tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia, 

dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di negara lain.
102

 

Perbedaan prinsipil antara nalar CLD-KHI dengan KHI-Inpres terletak 

pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis 

pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD-KHI secara terang- 

terangan menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan 
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hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, 

dan demokrasi. Menurutnya, “Pendekatan ini selain akan mengantarkan 

Syari’at Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua 

kalangan, juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern.” 

Adapun mengenai analisis konten materi dalam KHI dan CLD-KHI 

terdapat kontradiksi, termasuk pembahasan mahar bahwa dalam KHI 

diartikan sebagai “pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 

mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam”. 

Sedangkan Tim perumus CLD-KHI dalam draftnya pasal 16 yang 

mengatur tentang “mahar”, “Bahwa calon suami pasangannya sesuai dengan 

kebiasaan (budaya) setempat yang jumlah bentuk dan jenis mahar disepakati 

oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi”. 

Berikut detail penjabaran aturan mahar, dalam KHI bab V dan CLD-

KHI tercantum pada bab IV: 

BAB V 

MAHAR 

Pasal 30 

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 

wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

Dalam CLD-KHI BAB IV pasal 16 menawarkan bahwa calon suami 

dan calon  istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai 

dengan kebiasaan (budaya) setempat dan jumlah, bentuk, dan jenis mahar 

disepakati oleh kedua belah pihak sesuai kemampuan pemberi. 
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BAB IV 

MAHAR 

Pasal 16 

1. Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon 

pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. 

2. Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai 

dengan kemampuan pemberi. 

 

Dari sini bisa dilihat letak perbedaanya bahwa pada pasal 30 

Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa “Calon mempelai pria wajib 

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan 

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Sedangkan pada pasal 16 CLD-

KHI diatas dapat disimpulkan bahwa, mahar bukanlah hanya pemberian dari 

calon suami kepada calon  isterinya saja, melainkan calon isteri juga memiliki 

kewajiban dan berhak untuk memberikan mahar kepada calon suaminya. 

Oleh karenanya, cara pandang CLD-KHI ini sungguh berlebihan. 

Pemberian mahar oleh seorang suami kepada istrinya, dianggap oleh 

sementara pemikir moderen sebagai suatu cara untuk menunjukkan 

kedigdayaan laki-laki (suami) dihadapan perempuan (istri). Malah dikatakan 

bahwa dengan mahar ini terdapat anggapan di alam bawah sadar suami bahwa 

ia telah membeli (alat kelamin, vagina) istrinya, sehingga dengan itu suami 

dapat memperlakukan istrinya semaunya. Untuk itu mereka menawarkan 

konsep bahwa mahar itu tidak selalu harus dari calon suami kepada calon 

istri, tetapi bisa juga sebaliknya, dari calon istri kepada calon suami. 

Sesuai Surat al-Baqarah ayat 236 dan an-Nisa ayat 4, bahwa CLD-

KHI, khususnya pasal 16 CLD-KHI tentang mahar adalah bertentangan 

dengan KHI yang sejalan dengan syariah Islam. Bila ditinjau dari teori 
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hubungan hukum Adat dengan hukum Islam di Indonesia, maka CLD-KHI 

adalah cenderung sesuai dengan teori meskipun dengan penyimpangan, yaitu 

suatu teori yang berupaya melenyapkan hukum Islam di Indonesia, meskipun 

CLD-KHI inkonsisten. 

Ternyata setelah sedikit dikaji terhadapa pasal 16 CLD-KHI yang 

menonjolkan  kearifan lokal,  jelas-jelas CLD-KHI bertentangan dengan 

hukum Islam, bertentangan dengan tujuan hukum Islam atau al-maqashid 

asy-syari’yyah. 

Dengan catatan ini, menurut penulis, ada pasal dalam CLD-KHI yang 

bertentangan dengan ayat al-Qur’an dan Hadits. Di salah satu pasal dalam 

CLD KHI adalah yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus 

memberikan mahar kepada pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) 

setempat (pasal 16 ayat 1). Pasal ini bertentangan dengan KHI dan 

bertentngan pula dengan al-Qur‘an Surat an- Nisa’ ayat 4 yang mewajibkan 

pemberian mahar hanya kepada calon mempelai laki-laki 

Pendapat tim CLD-KHI ini seakan-akan membawa kita semua 

kembali ke zaman dahulu kala sebelum Islam datang, dimana perempuan 

merupakan hak milik laki-laki, apakah itu ayah, saudara laki-laki, atau 

suaminya.
103 

Zaman dimana mahar dan nafkah dianggap sebagai harga jual 

dan harga beli. Zaman itu telah lama berlalu dan ditinggalkan. Islam datang 

mengangkat derajat kaum perempuan. Islam telah menghapuskan adat 

kebiasan jahiliyah dalam hal mahar. Mahar dalam Islam bukanlah harga jual 
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dan beli, tetapi sebagai simbol, pertanda, untuk menunjukkan kesungguhan 

hati seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Dan hal ini juga 

sekaligus mempertegas bahwa dalam urusan cinta, alam telah memberikan 

peran yang tidak sama kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipihak 

yang aktif dan mengejar, sedangkan perempuan dipihak yang pasif dengan 

segala daya tariknya. Mahar yang diberikan ini menjadi hak penuh 

perempuan, bukan walinya. Ini menunjukkan bahwa sistem mahar dalam 

Islam memberikan pengakuan terhadap hak memiliki harta bagi perempuan 

dan kemerdekaan dalam bidang ekonomi. 

Di sisi lain, ketentuan mahar adalah merupakan salah satu bentuk 

pengakuan Islam terhadap hak ekonomi, hak memiliki, hak menguasai dan 

mengurus harta kepada perempuan. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam 

Islam tiada yang berhak terhadap harta seorang perempuan kecuali dirinya 

sendiri, tidak suaminya, ayahnya, saudaranya, atau siapapun juga. Hak ini  

telah diberikan oleh Islam sejak 14 abad yang silam, sementara orang Eropa 

baru memberikan kebebasan ekonomi kepada perempuan satu abad yang 

lalu, setelah muncul dan derasnya tuntutan emansipasi oleh gerakan 

feminisme.
104 

Kecuali ayat di atas ada sejumlah ayat dalam Al Qur’an yang 

menegaskan bahwa mahar adalah milik penuh perempuan dan bukan milik 

siapapun selain dirinya, misalnya, QS. An-Nisa’ (4):20, 21 dan 34. Hal ini 

mempertegas persamaan laki-laki dan perempuan dalam pemilikan dan 

pengaturan hak milik. Selain itu, ketentuan mahar ini diatur untuk 
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menghilangkan sifat mendominasi dan sifat memiliki oleh laki-laki terhadap 

perempuan, dan sebaliknya menumbuhkan rasa kasih sayang, saling 

menghargai, kebersamaan dan kesederajatan. Mahar diberikan karena 

dorongan perasaan kebaikan, kelemah-lembutan dan kasih sayang dari laki-

laki kepada perempuan yang dijadikannya istri, yang dengan itu perempuan 

menjadi tersanjung, sehingga akan timbul rasa sayang dan penghargaan. 

Karena itu nilai moral dari mahar jauh lebih tinggi dari nilai materinya. 

Sejauh pengamatan penulis, setidaknya konsepsi mahar yang tertuang 

dalam pasal 16 CLD-KHI dinilai kebablasan dan telah melenceng dari apa 

yang telah digariskan oleh syariat Islam. Pertama, CLD-KHI  menganut  

paham teori receptie. Indikasi ini tercium dari pasal 16 ayat 2 yang 

merumuskan bahwa jumlah kadar mahar disesuaikan adat dan budaya 

setempat. Secara tidak langsung CLD-KHI menomor duakan hukum Islam 

dan menomor satukan hukum adat. Kedua, menurut CLD-KHI, mahar 

membuat laki-laki (suami) semakin digdaya dihadapan perempuan (istri). 

Tawaran CLD-KHI ini, Alasannya, alih-alih memperkuat posisi 

perempuan, membolehkan memberi “mahar” kepada calon suami justru kian 

memperlemah posisi perempuan dalam perkawinan. Karena, perempuanlah 

pihak yang akan menerima akibat setelah perkawinan itu berakhir. 

Namun perlu ditekan sekali lagi semangat ini harus sejalan dengan 

garis-garis besar syariah begitu juga tataran semangat untuk membela hak-

hak wanita bersenergi dengan maqashid syari’ah yakni hifzul i’rdi juga harus 

sejalan dengan garis-garis besar syariah yang paling pokok yaitu al-Qur’an 
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dan Hadits. Sehingga Tak bisa dipungkiri, modernisasi hukum Islam yang 

sesuai dengan garis-garis besar syariah dalam rangka membela hak-hak 

wanita mutlak yang diperlukan. 

Mahar, dimana di syariatkan oleh Allah sebagai kewajiban laki-laki 

kepada calon istrinya yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis merupakan 

ketentuan Allah SWT yang berlaku sepanjang masa, dimana syariat tersebut 

memiliki nilai dan hikmah yang tidak seluruhnya didapat dengan pemahaman 

akal manusia terbatas. Kesetaraan yang telah di akui oleh Al Qur’an tersebut, 

bukan berarti harus sama antara laki- laki dan yang berbeda, yang masing-

masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam 

ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebagai hikmah dari Allah 

untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada 

bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada 

emosional dan komposisi kimia dalam tubuh. Hal ini akibat membawa efek 

kepada perbedaan dalam tugas ,kewajiban dan hak. Dan hal ini sangatlah 

wajar dan sangat logis. Ini bukan sesuatu yang di dramatisir sehingga 

merendahkan wanita. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Melalui waktu yang begitu panjang terkait pembahasan Analisis 

perbandingan pembaharuan hukum Islam dalam KHI dan CLD-KHI tentang 

konsep Mahar yang tertuang dalam beberapa bab dimuka, maka dapatlah 

penulis simpulkan antara lain : 

1. Mahar dalam KHI diautr pada bab ke-5 yaitu pasal 30-38. Dalam KHI, 

mahar dijelaskan definisinya seperti yang tertulis dalam pasal 30 KHI 

adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Pengertian mahar dalam KHI ini sejalan dengan 

Hukum Islam. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan 

yang berupa uang atau barang. Adapun pembahasan rukun nikah pada bab 

ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan ditegaskan bahwa mahar tidak 

menjadi rukun nikah/perkawinan. Karena apabila mahar dianggap sebagai 

rukun, dia harus ada ketika akad. Sedangkan mahar ini dapat disebutkan 

setelah perkawinan, asalkan jenis dan besarnya disebutkan ketika akad 

2. Dalam CLD KHI, aturan tentang mahar diatur dalam bab ke-4 Pasal 16-

20. Dalam CLD-KHI, harus memberikan mahar kepada calon 

pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat yang jumlah 

bentuk dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan 
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kemampuan pemberi. Penyerahan mahar pada dasarnya dilakukan secara 

tunai. Apabila tidak secara tunai menjadi hutang bagi pemberi mahar dan 

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan 

dilangsungkan. Ketentuan mahar ini diatur untuk menghilangkan sifat 

mendominasi dan sifat memiliki oleh laki-laki terhadap perempuan, 

Untuk itu mereka menawarkan konsep bahwa mahar itu tidak selalu 

harus dari calon suami kepada calon istri, tetapi bisa juga sebaliknya, dari 

calon istri kepada calon suami. 

3. KHI adalah satu ijtihad kolektif (ijtihad ulama’) yang dirumuskan pada 

1991 dalam konfigurasi politik orde baru, sementara CLD-KHI adalah 

juga ijtihad kolektif yang dirumuskan oleh tim lain pada 2004 dalam 

konfigurasi politik orde reformasi yang situasinya jauh berbeda dengan 

perumusan masa perumusan KHI. Keduanya merupakan ijtihad otonom 

yang masing-masing harus dipahami dalam konteks sosial politiknya 

sendiri. Secara umum perbandingan pembaharuan hukum keluarga dalam 

KHI dan CLD-KHI diantaranya; pertama, pembaharuan hukum dalam 

KHI mendapatkan legislasi dari pemerintah meski hanya sebatas INPRES 

sehingga sah menjadi aturan hukum nasional, sedangkan CLD-KHI gagal 

dalam proses legislasi karena draft CLD-KHI telah dibekukan oleh 

mantan Menteri Agama tahun 2004. Kedua, dalam penafsiran terhadap 

ayat-ayat Al-Qur’an KHI cenderung tekstual sedangkan CLD-KHI lebih 

kontekstual dengan melihat kadaan seiring dinamika di masyarakat. 

Ketiga, paradigma yang digunakan KHI adalah logika agama karena 
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mengacu pada fikih klasik sedangkan CLD-KHI menggunakan logika 

hukum yang mengedepankan asas kesetaraan, keadilan, dan 

kemaslahatan.  

B. Saran 

Negara Indonesia membutuhkan payung hukum yang kuat, dalam 

konteks dualisme hukum, maka setidaknya ada beberapa hal yang harus 

dilakukan: 

1. Upaya-upaya legislasi dan upaya-upaya transformatif agar hukum tersebut 

memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Bahwa penguatan KHI 

menjadi hukum yang ditaati oleh seluruh masyarakat. Untuk tujuan ini, 

upaya legislasi harus menjadi agenda berikutnya, maka KHI harus 

dinaikkan dari statusnya hanya INPRES menjadi Undang-Undang atau 

setingkat Undang-Undang. Jika telah menjadi Undang-Undang maka 

kekuatan hukum KHI secara imperatif dan bersifat memaksa pada seluruh 

di Indonesia. 

2. Melakukan pengkajian ulang terhadap KHI serta melihat titik-titik 

delegitimasi masyarakat dan pengkajian hukum Islam di Indonesia harus 

berorientasi pada hukum nasional. 

3. Sosialisasi terus-menerus berkaitan dengan kedudukan KHI di Indonesia 

pada masyarakat luas. Karena ketidak-mengertian masyarakat terhadap 

KHI seringkali menjadi anomali dalam tata hukum di Indonesia. 

4. Ketika terjadi perbedaan dikalangan masyarakat harus disikapi dengan 

arif dan bijaksana, apalagi jika memahami kandungan Al-Qur’an dan Al-
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Hadist. Sangat diperlukan sifat kritis untuk memilih suatu pendapat, mana 

yang pantas untuk diikuti dan mana yang tidak. Namun semua itu harus 

tetap mengarah kepada pendapat yang lebih baik dan rasional yang 

membawa kemaslahatan. 

5. Pembaruan hukum Islam, di samping karena adanya perkembangan 

kontemporer, juga dalam rangka penyesuaian pemikiran hukum Islam 

dengan kultur masyarakat Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri 

dan berbeda dengan kondisi wilayah-wilayah muslim lainnya seperti 

Timur Tengah. Jadi, pembaruan pemikiran hukum Islam, diadakan dalam 

rangka penyesuaian pemikiran-pemikiran hukum Islam dengan 

perkembangan kontemporer dan keindonesiaan pada berbagai bidang, 

antara lain politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. 
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